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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat dan 
infak/sedekah pada BAZANAS Provinsi Sulawesi Selatan dan penerapan PSAK 
109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah serta perwujudan good zakat 
governance melalui PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 
Metode penelitian yng digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini 
terdiri dari tiga informan dari pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui 
wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari data 
internal perusahaan, laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 
2017, dan beberapa studi pustaka.  
Hasil menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah 
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengelola zakat mulai dari 
kegiatan penghimpunan, pendistribusian, sampai pada pendayagunaan zakat dan 
infak/sedekah. Namun, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan 
PSAK 109. Terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan keuangan 
BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dengan format laporan keuangan menurut 
PSAK 109. Sehingga perwujudan good zakat governance dibidang pelaporan 
keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan masih belum tercapai karena 
belum diterapkannya PSAK 109. 









A. Latar Belakang 
Islam sebagai agama rahmatan lilalamin yang mengatur hubungan rohani 
manusia dengan Tuhannya (habluminallah) dan mengatur hubungan antar sesama 
manusia (habluminannas). Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu 
menyebarkan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan 
lingkungan sekitarnya, serta tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah 
SWT. Dalam menyebarkan kebaikan, termasuk didalamnya saling tolong 
menolong antar sesama manusia. Adapun konsep tolong menolong dalam islam 
tercermin dalam kewajiban umat muslim mengeluarkan zakat (Habib, 2016). 
Sedangkan infaq dan shodaqoh merupakan wujud dari kecintaan hamba terhadap 
nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepadanya sehingga ia bersedia 
menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka 
membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam.  
Menurut Istutik (2013) Zakat diyakini merupakan ibadah yang berperan 
strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran penduduk suatu negara. 
Selain zakat, infak dan sedekah juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam 
pemerataan pendapatan yang mampu mengurangi kemiskinan. Terlebih lagi 
Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. 
Dengan demikian Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi 
penerimaan zakat, infak dan sedekah terbesar. Dengan potensi tersebut diperlukan 




tersebut. Dalam merealisasikan zakat, dibutuhkan empat unsur penting yaitu 
muzaki (orang yang wajib membayar zakat), mustahiq (orang yang berhak 
menerima zakat), harta, dan amil (orang atau lembaga pengelola zakat) (Angraeni 
dkk, 2016; Budiarti dkk, 2017). Dengan demikian, organisasi pengelola zakat 
memiliki arti penting dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. 
Kedudukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam lingkungan yang 
semakin maju dan kompleks sangatlah penting, seiring dengan semakin majunya 
umat, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, 
maka diharapkan jumlah muzakki (pembayar zakat) akan bertambah dan juga 
kuantitas zakat akan meningkat (Ghufraanaka dan Septiarini, 2016; Ipansyah dkk, 
2013). Amelia (2012) menyatakan bahwa tumbuhnya lembaga-lembaga zakat 
merupakan cerminan timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu 
mengelola zakat-zakat masyarakat secara efektif. Dalam Undang-Undang No. 23 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa organisasi 
pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten, dan UPZ) yang dibentuk oleh 
pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dengan 
adanya aturan resmi dari pemerintah akan memberikan kejelasan mengenai 
pengelolaan zakat dan pengakuan resmi bagi OPZ yang akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat  terhadap OPZ dalam menyalurkan zakat, infak dan 
sedekahnya. Dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelola 




pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS 
secara berkala. Untuk itu, dibutuhkan sistem pelaporan keuangan secara baku.  
PSAK 109 tentang Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal 
yang dinantikan pemberlakuannya yang diharapkan dapat terwujudnya 
keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat 
membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya 
(Megawati dan Trisnawati, 2014). Istutik (2013) menjelaskan bahwa laporan 
keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban 
operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak 
dan sedekah (ZIS), untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan 
transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. 
Megawati dan Trisnawati (2014); Raziq dan Yanti (2013); Wati dkk 
(2016) menjelaskan bahwa pada awalnya Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia 
menggunakan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, 
namun seiring dengan perkembangan zaman dan adanya tuntutan untuk segera 
memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporannya, maka  Forum Zakat (FOZ) 
mengadakan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyusun PSAK 
Zakat pada tahun 2007, dan pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK 
Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan 
dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 januari 2009. 
Akhirnya pada bulan Oktober 2011, ED PSAK Nomor 109 telah disahkan oleh 
IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi OPZ. Menurut Raziq dan 




pengelola zakat yang telah disahkan oleh pemerintah baik berbentuk Badan Amil 
Zakat (BAZ) ataupun berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kristin dan Umah 
(2011) menyatakan banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi 
Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap 
Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. 
Menurut Hisamuddin dan Sholikha (2014) Organisasi Pengelola Zakat 
(OPZ) sebagai salah satu institusi yang dihadapkan dengan peningkatan kesadaran 
dan pengawasan masyarakat tentang pengumpulan zakat dan penyaluran zakat 
harus mengacu pada UU no.23 tahun 2011 dan penyusunan laporan keuangan 
wajib berdasarkan PSAK nomor 109. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan  
ada perkembangan dalam hal pengelolaan zakat yang baik termasuk 
pencatatannya, sehingga kepercayaan masyarakat dapat meningkat untuk 
menyalurkan zakatnya melalui OPZ. Apabila zakat diimplementasikan secara 
efektif, akan mendorong pihak mizaki menyalurkan kekayaan mereka, yang 
kemudian akan meningkatkan pencairan zakat, dan pada akhirnya, meningkatkan 
lapangan kerja dan produktivitas (Wahab dan Rahman, 2011).  
Sejak diberlakukannya PSAK 109 sebagai pedoman penyusunan laporan 
keuangan OPZ, sebagian besar OPZ belum menerapkan PSAK 109 secara penuh 
dan bahkan sebagian OPZ masih menggunakan pencatatan sederhana yang tidak 
sesuai dengan PSAK 109. Fenomena ini dibuktikan dengan adanya beberapa 
penelitian yang telah dilakukan diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Istutik 




(2017). Dari maing-masing hasil penelitian menunjukkan bahwa OPZ yang 
ditelitinya belum menerapkan PSAK 109 secara penuh.    
Penerapan PSAK 109 merupakan salah satu cara yang dapat mewujudkan 
tata kelola zakat yang baik (good zakat governance) dibidang pelaporan 
keuangan. Menurut Rahman (2015) karakteristik good zakat governance 
diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengeloaan zakat yang 
termasuk di dalamnya pengelolaan infak/sedekah. Kristin dan Umah (2011) 
menjelaskan bahwa akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam 
laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga 
zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan 
publik. Oleh sebab itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS  
melalui PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah sangat diperlukan 
(Pertiwi dkk, 2015). OPZ sebagai pengelola dana umat yang mengandalkan 
donatur dari umat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat dan 
Infak/Sedekah (ZIS) menjadi perhatian utama OPZ sebagai bentuk 
pertanggungjawabannya terhadap umat muslim (Rahman, 2015).  
Puspitasari dan Habiburrochman (2013) menjelaskan bahwa konsep 
akuntabilitas menempati posisi yang sangat penting bagi organisasi dalam 
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta sejauh mana 
laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh 
masayrakat. Dalam membuat laporan keuangan baik BAZNAS maupun LAZ 
harus mengacu pada PSAK 109.  Menurut Megawati dan Trisnawati (2014)  




yang sama dan sifatnya mengikat. Transparansi dalam pengelolaan dana publik, 
dalam hal ini dana ZIS menumbuhkan kepercayaan muzaki untuk membayar 
zakat dan semakin meningkatkan motivasi muzaki untuk menunaikan 
kewajibannya. BAZNAS perlu fokus pada atribut yang top prioritas dalam rangka 
meningkatkan kinerjanya sehingga kesadaran muzaki untuk membayar zakat 
melalui lembaga amil dapat ditingkatkan dengan baik (Ayuniyyah, 2011).  
Berbicara mengenai akuntabilitas, maka bukan hanya pada lingkup antara 
organisasi dengan donatur dalam hal ini adalah muzaki saja. Namun yang 
dimaksud adalah akuntabilitas yang memiliki cakupan lebih luas. Hal ini berkaitan 
dengan Shariah Enterprise Theory (SET). Menurut Triyuwono (2007) Shariah 
Enterprise Theory (SET) dikembangkan atas dasar pemahaman memiliki 
kepedulian yang seimbang pada stakeholders yang luas, yaitu Allah, manusia dan 
alam. Berdasarkan teori tersebut terlihat bahwa BAZNAS maupun LAZ memiliki 
tanggungjawab yang sangat besar terlebih kepada bagaiaman pertanggungjawaban 
dana zakat, infak dan sedekah dihadadapan Allah SWT yang memiliki kedudukan 
tertinggi. Akuntabilitas dana ZIS kepada Allah SWT sebagai stakeholder utama 
lebih berat karena menyangkut permasalahan akhirat dan tidak ada satu hal pun 
yang luput dari dari pengawasan-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. 
An-Nur/24: 64. 
 َو ْٕ َ ٌ َٔ  ِّ ٍْ َ ه َع ُْى ز ََْ أ ب َي ُى َ ه ْع ٌَ ْذَ ق   ۖ  ِض َْس ْلْا َٔ  ِدا َٔ ب ًَ َّغنا ًِف ب َي ِ َِّلِلّ ٌَّ ِ إ َلَأ









“Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah-lah apa yang di langit dan di bumi. 
Dia mengetahui keadaan kamu sekarang. Dan (mengetahui pula) hari (ketika 
mereka) dikembalikan kepada-Nya, lalu diterangkannya kepada mereka apa 
yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 
Tata kelola zakat yang baik (good zakat governance) harus memperhatikan 
pengelolaan dana ZIS dan mekanisme pelaporan keuangannya. Yaitu pengelolaan 
dana ZIS yang sesuai dengan syariat Islam dan pelaporan keuangan yang sesuai 
dengan PSAK 109. Tata kelola zakat yang baik dapat dilihat dari output yang 
dihasilkan dari OPZ mengenai peruntukan zakat, infak dan sedekah yaitu hanya 
terdapat 8 asnaf yang berhak memperoleh zakat. Sebagaimana firman Allah SWT  
dalam QS. At-Taubah/9: 60. 
 ُٕ ه ُ ق ِخَ ف َّ ن َؤ ًُ ْنا َٔ  ب َٓ ٍْ َ ه َع ٍَ ٍ ِه ِيب َع ْنا َٔ  ٍِ ٍ ِكب َغ ًَ ْنا َٔ  ِءا َشَ قُ ف ْه ِن ُدبَ قَ ذ َّصنا ب ًَ َّ َ ِإ
 ًخ َضٌ ِشَف   ۖ  ِمٍ ِج َّغنا ٍِ ْث ا َٔ  ِ َّاللَّ ِمٍ ِج َع ًِف َٔ  ٍَ ٍ ِي ِسب َغ ْنا َٔ  ِةبَق ِّشنا ًِف َٔ  ْى ُُٓ ث
  ىٍ ِك َح  ىٍ ِه َع ُ َّاللَّ َٔ    ۖ  ِ َّاللَّ ٍَ ِي  
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 
Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.” 
 Telah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara dengan jumlah 
penduduk muslim terbesar di dunia tentunya memiliki potensi penerimaan zakat 
yang sangat besar. Pemerintah Indonesia telah membentuk BAZNAS di setiap 
provinsi dan kota. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kota urutan ke 5 yang 
memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Dengan demikian 




BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu OPZ yang dibentuk 
oleh pemerintah untuk menghimpun dana ZIS di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka 
dari itu, penelitian ini akan mengambil BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
sebagai objek penelitian.    
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bermaksud ingin 
mengetahui sistem pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam dan 
penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan serta perwujudan 
good zakat governance melalui PSAK 109. Oleh karena itu, peneliti mengangkat 
judul “Mewujudkan Good Zakat Governance melalui PSAK 109 Ditinjau dari 
Syariat Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang 
dibentuk untuk  menghimpun dan mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari 
orang muslim. Amelia (2012) menyatakan bahwa tumbuhnya lembaga-lembaga 
zakat merupakan cerminan timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang 
mampu mengelola zakat-zakat masyarakat secara efektif. BAZNAS sebagai 
organisasi yang menghimpun dana dari umat muslim, kepercayaan dari umat itu 
sendiri dalam mengelola dana ZIS menjadi salah satu perhatian penting. Semakin 
tinggi tingkat kepercayaan muzaki terhadap BAZ maka tingkat penerimaan zakat 
infak dan sedekah pada BAZNAS akan semakin tinggi. Untuk meningkatkan 
kepercayaan muzaki, maka dibutuhkan sistem tata kelola zakat yang baik (good 




Good zakat governance memiliki karakteristik diantaranya transparansi 
dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas  sangat dibutuhkan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban operasional BAZNAS terhadap umat muslim. 
Transparansi dan akuntabilitas dapat dituangkan dalam bentuk laporan keuangan 
yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan yaitu mengacu pada PSAK 109 
yang berlandaskan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu sesuai 
dengan al-Qur‟an dan sunnah. Dengan demikian, rumusan masalah dari penelitian 
ini adalah:  
1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan? 
2. Bagaimana penerapan PSAK 109 dalam pembuatan laporan keuangan 
pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan? 
3. Bagaimana perwujudan good zakat governance melalui PSAK 109 pada 
BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan? 
 
C. Penelitian Terdahulu 
Fitriasuri dan Jaya (2017) dalam penelitiannya yang  berjudul: Pemahaman 
Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan 
Amil Zakat Palembang.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pemahaman konsep Akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat yang ada di Kota 
Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan PSAK 
109 pada badan amil zakat masih rendah. Namun pemahaman tentang pentingnya 




akuntansi telah diketahui masyarakat, tetapi produk-produknya belum diketahui 
secara luas. Zakat sebagai hal yang telah diakui secara nasional dan dikelola 
dengan aturan yang berlaku nasional hanya dipahami sebatas kewajiban sesuai 
tuntunan syariat Islam. 
Ritonga (2017) dalam penelitiannya yang berjudul: Analisis Akuntansi 
Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109  pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Sumatera Utara sesuai dengan PSAK No. 
109. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara 
belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan 
laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk 
mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, 
infaq/sadaqah. 
   Habib (2016) dalam penelitiannya yang berjudul: The Principle of 
Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah 
sudah diterapkan pada Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS). 
Penelitian ini adalah studi kepustakaan di mana penekanan dilakukan pada 
penggunaan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
besar BAZIS dalam pembuatan laporan keuangan belum berpedoman pada PSAK 




sederhana dengan metode cash basic, dimana pencatatan dari seluruh transaksi 
hanya dilakukan pada saat mengeluarkan dan menerima kas. 
Sahnaz (2016) dalam penelitiannya yang berjudul: Penerapan PSAK No 
109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah pada BAZNAS 
Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melhat bagaimana 
penerapan laporan keuangan BAZNAS Provinsi SULUT apakah telah sesuai 
dengan PSAK No. 109. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi SULUT 
belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK no 109.  
Bashori (2015) penelitiannya yang berjudul  Analisis Sistem Informasi 
Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada BAZ Di Jawa Timur. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada BAZ di 
Jawa Timur dan membahas tentang kesesuaian laporan keuangan BAZ di Jawa 
Timur dengan PSAK No. 109. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansi 
oleh BAZ di Jawa Timur masih belum efektif dan efisien karena masih 
menggunakan sistem manual begitu juga tidak digunakannya program yang 
diberikan oleh BAZNAS pusat yang dapat membantu kinerja BAZ di Jawa Timur, 
serta sistem akuntansi yang diterapkanoleh BAZ di Jawa Timur masih belum 
menggunakan PSAK No. 109. 
Pujianto dan Asrori (2015) penelitiannya yang berjudul: Implementasi 
PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota 




norma subyektif amil terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi 
zakat dan Infak/sedekah. Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi 
pengelola zakat di Kota Semarang. Metode pemilihan sampel penelitian ini 
menggunakan metode quota sampling sehingga diperoleh 32 amil sebagai 
responden. Pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriftif dan analisis 
regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap amil tidak berpengaruh 
terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. 
Sedangkan norma subyektif amil berpengaruh terhadap minat 
mengimplementasikan 
Megawati dan Trisnawati (2014) dalam penelitiannya yang berjuudul: 
Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ 
Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. Penelitian ini 
menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZ Kota Pekanbaru dalam pelaporan 
keuangannya telah sesuai dengan PSAK No. 109  
Istutik (2013) dalam penelitiannya yang berjudul: Analisis Implementasi 
Akntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK: 109) pada Lembaga Amil Zakat Di 
Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi 
zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. Penelitian ini 
menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk 
menjelaskan kondisi factual bentuk dan komponen laporan keuangan yang 




109. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Di Kota 
Malang belum menerapkan PSAK No 109 karena kurangnya pemahaman 
pengelola lembaga amil terhadap akntansi.  
    
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas, yaitu: 
1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada 
BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 dalam pembuatan laporan 
keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Untuk mengetahui  perwujudan good zakat governance melalui PSAK 109 
pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 
1. Manfaat Teoretis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
terhadap Shariah Enterprise Theory (SET) dalam mengaplikasikan 
akuntansi zakat. Shariah Enterprise Theory (SET) petama kali dipopulerkan 
oleh Iwan Triyuwono (2000). Konsep Shariah Enterprise Theory oleh Iwan 
Triyuwono dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya 
memiliki karakter keseimbangan. Teori ini sangat menekankan adanya 
keseimbangan dimana pertanggungjawaban bukan hanya kepada sesama 
manusia, namun pertanggungjawaban kepada Tuhan, manusia dan alam. 
Pada penelitian sebelumnya teori ini banyak digunakan pada aspek CSR 




Shariah Enterprise Theory (SET) dapat pula digunakan pada aspek 
pengelolaan ZIS oleh Badan Amil Zakat. Stakeholder Theory didesain bagi 
para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif  dalam  
perusahaan  sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan  cara  
terbaik  pada  principalnya (Donaldson dan Davis, 1991). Dengan adanya 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi bagi stewardship 
theory bahwa para eksekutif tidak hanya bertindak sesuai keinginan 
principalnya saja, namun juga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan 
oleh stakeholder secara luas.  
2.  Manfaat Praktis: Penelitain ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pada pihak BAZNAS sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan secara 
penuh PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam 
pelaporan keuangannya. Sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang 
sesuai dengan PSAK 109 maka transparansi dan akuntabilitas pada 
BAZNAS dapat terwujud. Semakin transparan dan akuntabel BAZNAS 
dalam pengelolaan dana ZIS, maka tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap BAZNAS juga akan semakin tinggi. Selain menggunakan PSAK 
109 sebagai pedoman, tentunya pedoman yang paling kuat dan bersifat 
fundamental adalah al-Qur‟an dan sunnah. Maka, BAZNAS dalam 
mengelola ZIS harus sesuai dengan syariat Islam.  
3. Manfaat Regulasi: penelitian ini diharapka dapat memberikan kontribusi 
bagi para regulator di Indonesia bahwa regulasi yang tertuang dalam 




menetapkan bahwa BAZNAS maupun LAZ wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya 
kepada pemerintah daerah. Namun, dalam sistem pelaporan keuangan 
dibutuhkan standar yang mengaturnya. Oleh karena itu, dibutuhkan  PSAK 
No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.  Dengan adanya kedua 
regulasi yang tentunya berlandaskan al-Qur‟an dan sunnah maka akan 








A. Shariah Enterprise Theory 
Shariah Enterprise Theory (SET) pertama kali diperkenalkan oleh Iwan 
Triyuwono pada tahun 2000. Shariah Enterprise Theory merupakan 
penyempurnaan teori dari enterprise theory yang telah diinternalisasi dengan 
nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis 
yang dibagun bersarkan metafora zakat yang memiliki karakter keseimbangan 
yang tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang 
saham), tetapi juga mencakup kepentingan stakeholders secara luas (Hermawan 
dan Rini 2016; Husain dan Abdullah 2015; Indriastusti dan Ifada 2015; Kalbarini 
2014; Novarela dan Sari 2015; Samsiyah, dkk. 2013). Bagian yang terpenting dan 
yang utama dari shariah enterprise theory yang harus mendasari setiap penetapan 
konsepnya adalah kesadaran akan Allah adalah pencipta dan pemilik tunggal dari 
seluruh alam (konsep tauhid). Maka dari itu sebagai penerima amanah, manusia 
hanyalah memiliki hak guna pakai dan bukannya hak milik, sehingga dituntut 
adanya pertanggung jawaban dalam menggunakan amanah itu dengan cara dan 
tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang pemberi amanah (Soedarso, 2013). 
Pengembangan Shariah Enterprise Theory memberikan sisi baru dalam dunia 
akuntansi yang berada dalam bentuk keseimbangan material dan spiritual (Husain 
dan  Abdullah, 2015). 
Menurut Triyuwono (2007) Shariah Enterprise Theory (SET) 




stakeholders yang luas, yaitu Allah, manusia dan alam. Allah menempati tempat 
sebagai stakeholder tertnggi karena Allah adalah Maha pencipta akan segala 
sesuatu. Dengan ditempatkannya Allah sebagai stakeholder tertinggi maka 
ketentuan akuntansi syari‟ah hanya dibangun berdasarkan pada hukum-hukum 
Allah sehingga tidak lagi melenceng dari syarit. Manusia yang merupakan 
stakeholder kedua terdiri dari direct-stakeholder dan indirect-stakeholder 
(Indriastuti dan Ifada, 2015). Direct-stakeholder merupakan pihak-pihak yang 
secara langsung memberikan kontribusi kepada persahaan. Sedangkan indirect-
stakeholder adalah pihak yang tidak memberikan kontribusi langsung kepada 
perusahaan namun secara syariah memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan 
oleh perusahaan. Stakeholder ketiga yaitu alam yang juga tak kalah penting. Alam 
merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi perusahaan dimana bumi 
sebagai tempat berpijaknya atau tempat beroperasinya perusahaan. Selain itu, 
Allah telah menjadikan alam sebagai tempat tersedianya segala bahan yang 
dibutuhkan oleh perusahaan.  
Menurut Husain dan Abdullah (2015) Peran Shariah Enterprise Theory 
yang mengedepankan kesadaran akan ketuhanan akan memunculkan situasi 
dimana manusia sebagai pengolah alam akan selalu tersadarkan. Ditempatkannya 
Allah sebagai stakeholder tertinggi dari manusia dan kemudian menjadikan alam 
sebagai salah satu stakeholder yang juga tak kalah penting maka dalam suatu  
entitas tindak hanya melihat atau memperhatikan aspek individu saja namun harus 
berlandaskan sesuai dengan  ketentuan syariah. Jika dikaitkan dengan konsep 




jawaban terhadap sesama manusia (antara muzaki, BAZ, dan Mustahik) namun 
pertanggung jawaban tersebut lebih condong kepada Allah SWT yang Maha 
pencipta. Manusia yang berada pada lingkup organisasi (Badan Amil Zakat) harus 
memiliki kesadaran bahwa segala yang ada dimuka bumi adalah milik Allah 
SWT, manusia hanyalah sebagai pengemban amanah yang diberi tugas untuk 
mengolahnya sesuai dengan hukum Allah SWT. Maka, segala sesuatu yang 
menyangkut pengeloaan zakat, infak dan sedekah harus sesuai dengan syariat 
Islam.  
 
B. Stewardship Theory 
Stewardship theory adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan 
Davis (1991). Menurut Anton (2010), Stewardship Theory berangkat dari 
perspektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori-teori 
psikologi dan sosiologi. Stewardship Theory mempunyai dasar psikologi dan 
sosiologi yang telah dirancang dimana steward termotivasi bertindak sesuai 
dengan keinginan principal, dan tidak akan meninggalkan organisasinya karena 
steward berusaha mencapai sasaran organisasi (Yudianto, 2011). Teori ini 
didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif  dalam  
perusahaan  sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan  cara  
terbaik  pada  principalnya (Donaldson dan Davis, 1991). Stewardship theory 
lebih berfokus pada hasil yang ingin dicapai tanpa berusaha untuk lebih 
mementingkan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan organisasi/publik. 
Disini principal sebagai pemberi tanggung jawab juga memiliki peran memonitori 




dalam hal ini pihak BAZNAS juga harus memaksimalkan tanggung jawab yang 
diberikan masyarakat agar kinerja dan penerapannya dapat berjalan dengan baik 
dan optimal demi terciptanya good governance yang lebih transparan dan 
akuntabel. 
Menurut Husain dan Abdullah (2015) Stewardship Theory memandang 
manajemen sebagai satuan yang dapat dipercayai untuk bertindak dengan sebaik-
baiknya bagi kepentingan publik maupun kepentingan stakeholder. Hal yang 
serupa juga dikemukakan oleh Anwar (2013) bahwa stewardship theory dibangun 
diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada 
hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, 
memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.  Sehingga dapat dikatakan 
bahwa konsep inti dari stewardship adalah kepercayaan yang dibangun secara 
bersama untuk mempertahankan eksistensi entitas atau organisasi.  
Implikasi  stewardship theory adalah didasarkan pada hubungan 
kepercayaan antara muzaki (principal) dan BAZNAS sebagai pengelola dana 
(steward). Muzaki  memberikan kepercayaan kepada BAZNAS untuk mengelola 
dana tersebut demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup umat 
muslim. Pengelolaa dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memilki 
tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana umat tersebut karena 










C. Konsep Dasar Zakat, Infak dan Sedekah  
1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah 
Zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan 
(filantropi) dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagi 
setiap muslim yang mampu. Sedangkan Infaq dan Shodaqoh merupakan wujud 
kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya 
sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan 
agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah 
Islamiyah (Habib, 2016). 
Zakat berasal dari Bahasa Arab yaitu “حبكص” yang berarti bersih, suci, 
tumbuh, dan berkembang. Dengan demikian, zakat itu membersihkan 
(menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala betambah, harta tumbuh 
(berkembang) dan membawa berkah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. 
Ar-Rum/30: 39. 
 ب َي َٔ    ۖ  ِ َّاللَّ َذ ُْ ِع ُٕ ث ْش َ ٌ َلََ ف ِطبَّ ُنا ِلا َٕ  ْيَ أ ًِف َٕ ُ ث ْش َ ٍ ِن ب ً ث ِس ٍْ ِي ُْى ز ٍَْ ر آ ب َي َٔ
 ٌَ ُٕ ف ِع ْض ًُ ْن ا ُى ُْ َك ِئ
ََٰ ن ُٔ أ َ ف ِ َّاللَّ َّ ْج َٔ  ٌَ ُٔ ذٌ ُِش ر ٍحب َك َص ٍْ ِي ُْى ز ٍَْ ر آ  
 
Terjemahnya: 
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 
bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh 
keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan 
(pahalanya). 
 
Apabila seseorng telah menunaikan zakat, maka dirinya telah suci (bersih) dari 
sifat kikir dan tamak serta harta yang dimilikinya juga sudah bersih lantaran tidak 




adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dan diberikan 
kepada orang yang berhak menerimanya.  
Zakat memiliki tujuan utama yakni untuk menyeimbangkan pertumbuhan 
sosial ekonomi dan untuk mensucikan jiwa dan kekayaan seseorang sehingga 
kekayaan mereka diberkahi oleh Allah SWT (Sahnaz, 2016).  Menurut Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengeloaan Zakat, zakat adalah harta yang 
wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada 
yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat juga merupakan 
ibadah wajib yang yang memiliki banyak hikmah dalam hubungan sosial melalui 
pendayagunaan dan pendistribusian zakat kepada mustahik secara merata untul 
meminimalisir kesenjangan sosial (Ritonga, 2017). Menurut Mustahal dan Kelib 
(2017) zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan 
oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan 
dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud  adalah nishab, haul,  
kadar, dan penerimanya.  Zakat merupakan satu dari lima pilar Islam. 
Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah 
bin Umar Rosulullah bersabda :  
 ُذْع ًِ  َع : َلَبق ب ًَ ُٓ ُْ َع ُالله ًَ ِضَس ِةب
َّطَخْنا ٍِ ْث َش ًَ ُع ٍِ ْث ِالله ِذْجَع ٍِ ًَ ْح َّشنا ِذْجَع ًَِثأ ٍْ َع
 ُالله َّلَِإ ََّنِإ َلَ ٌْ َأ َُحدب َٓ َش : ٍظ ًْ َخ َىهَع َُولَْعِْلإا ًَ ُُِث : ُل ْٕ َُقٌ ىهعٔ الله ىهص ِالله َل ْٕ ُعَس
 ٌَ بَضَيَس ُو ْٕ َص َٔ  ِذٍْ َجْنا ُّجَح َٔ  ِحبَك َّضنا ُءَبزٌْ ِإ َٔ  َِحلََّصنا ُوَبِقإ َٔ  ِالله ُل ْٕ ُعَس ًاذ ًَّ َحُي ٌَّ َأ َٔ
)ىهغي ٔ يسبخجنا ِأس( 
                                
Artinya:              
Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin „Umar bin Khattab ra. Ia berkata 




dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa 
Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat 
berhaji ke Baitullah, dan berpusa dibulan Ramadhan. (HR. Bukhari dan 
Muslim) 
Menurut Kristin dan Umah (2011) kedudukan dan kewajiban zakat sangat 
mendasar dan fundamental, sehingga zakat sering disebutkan dalam al-Qur‟an 
bersama dengan sholat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-
Baqarah/2: 43 dan QS. Luqman/31: 4. 
 ٍَ ٍ ِع ِكا َّشنا َع َي إُع َك ْسا َٔ  َ حب َك َّضنا إُ رآ َٔ  َ ح َلَ َّصنا إ ًُ ٍ ِقَ أ َٔ  
 
Terjemahnya: 
“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang 
yang rukuk.” 
 
 ٌَ ُٕ ِ قُٕ ٌ ْى ُْ ِح َش ِخ َْ ب ِ ث ْى ُْ َٔ  َ حب َك َّضنا  ٌَ ُٕ ر ْؤُ ٌ َٔ  َ ح َلَ َّصنا ٌَ ٕ ًُ ٍ ِقُ ٌ ٍَ ٌ ِز َّ ن ا 
 
Terjemahnya: 
“(yaitu) orang-orang yang melaksnakan sholat, menunaikan zakat, dan 
mereka meyakini adanya akhirat”. 
 
 Menurut bahasa infak berasal dari kata “anfaqa” yang berati 
mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infak 
adalah mengeluarkan sebagian harta  untuk suatu kepentingan yang diperintahkan 
Allah SWT. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat, infak adalah harta yang dilekuarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar 
zakat untuk kemaslahatan umum. Infaq juga bisa diartikan sebagai menghabiskan 
sesuatu (kekayaan) untuk kepentingan yang baik, atau untuk kepentingan orang 
miskin (Wasila dan Sonhadji, 2014).  
Berbeda dengan zakat, infak merupakan harta yang sunnahkan untuk 




penyalurannya tidak ditentukan penerimanya (Bashori, 2015). Dari beberapa 
pengertian yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa infak 
adalah sumbangan yang hukumnya sunnah untuk diberikan kepada seseorang 
yang hanya terbatas pada pemberian harta saja, serta tidak ditentukan waktu, 
jumlah, dan penerimanya. Meskipun infak hukumnya sunnah, namun infak sangat 
dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2: 254. 
  ع ٍْ َ ث َلَ  و ْٕ َ ٌ ًَ ِ ر
ْ أ َ ٌ ٌْ َ أ  ِم ْج َ ق ٍْ ِي ْى ُكبَ ُ ْق َص َس ب ًَّ ِي إُ ق ِف ََْ أ إُ َيآ ٍَ ٌ ِز َّ ن ا ب َٓ ُّ ٌَ أ ب َ ٌ
 ٌَ ٕ ًُ ِن ب َّظنا ُى ُْ ٌَ ٔ ُش ِفب َك ْنا َٔ    ۖ   خ َعبَ ف َش َلَ َٔ   خ َّ ه ُخ َلَ َٔ  ِّ ٍ ِف  
 
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah 
Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, 
tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir 
itulah orang yang zalim. 
Sedekah berasal dari kata Bahasa Arab yaitu  خق ذص yang berarti sesuatu 
yang benar atau jujur. Jadi, sedekah dapat diartikan sebagai pemberian seorang 
muslim kepada orang lain sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman sesorang 
terhadap Allah SWT. Menurut Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh 
seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Kristin dan 
Umah (2011); Mu‟is (2011:23) sedekah adalah pemberian harta kepada orang-
orang fakir-miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang 
berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan 
jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Sedekah juga dapat diartikan 
sebagai segala pemberian/aktivitas yang bertujuan untuk mengharap ridhon Allah 




Sedekah memiliki hukum yang sama dengan infak yang mana hukumnya 
adalah sunnah. Namun, berbeda dengan zakat dan infak sedekah memiliki dimensi 
yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta 
saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk 
orang lain (Rahman, 2015). Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari 
dan Muslim: 
 َىَّهَع َٔ  ِّ ٍْ َهَع ُّ ّـٰهنا ىَّهَص ِ ًّ ِجَُّنا ِةبَحَْصأ ٍْ ِي بًعَب  ٌَّ َأ ، ُُّْ َع ُالله ًَ ِضَس ٍَّسر ًْ ـَِثأ ٍْ َع
 ؛ ِس ْٕ ُُجْلِْبث ِس ْٕ ُ ثُّذنا ُم ْ َأ َتَْ َر ! ِّ ّـٰهنا َل ْٕ ُعَس َبٌ : َىَّهَع َٔ  ِّ ٍْ َهَع ُّ ّـٰهنا ىَّهَص ِ ًّ ِجَُّهِن ا ْٕ ُنَبق
 َك ٌَ ْٕ ُّهَُصٌ َلَبق .ْى ِٓ ـِنا َٕ َْيأ ِل ْٕ ُُضِفث ٌَ ْٕ ُقَّذََصَزٌ َٔ  ، ُو ْٕ َُص  بـ ًَ َك ٌَ ْٕ ُي ْٕ َُصٌ َٔ  ، ًْ ـ ِّهَُصَ بـ ًَ
« : ٍحَشٍْ ِجَْكر ِّمُك َٔ  ، ًَخَقذَص ٍخَحٍْ ِجَْغر ِّمُِكث ٌَّ ِإ ؟ ٌَ ْٕ ُقَّذََصر بَي ْىَُكن ُّ ّـٰهنا ََمعَج َْذق َظٍْ َن َٔ َ أ
 ٍَحذٍْ ًِ ْحَـر ِّمُك َٔ  ، ًَخَقذَص ،  َخَقذَص ِف ْٔ ُشْع ًَ ـْنِبث  شَْيأ َٔ  ، ًَخَقذَص ٍَخهٍِْه ْٓ َر ِّمُك َٔ  ، ًَخَقذَص
)ىهغيا ِأس( َخَقذَص ُْىكِذََحأ ِعُْضث ًْ ـِف َٔ  ، 
 َخَقذَص ٍشَكُُْي ٍْ َع  ً ْٓ َ َٔ                
Artinya: 
Dari Abu Dzar Radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari Sahabat 
berkata kepada Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam : “Wahai Rasulullah! 
Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka 
shalat seperti kami shalat, mereka puasa seperti kami puasa, dan mereka 
dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka.” Beliau Shallallahu 
„alaihi wa sallam bersabda: “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian 
sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih 
adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, 
setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma‟ruf adalah sedekah, 
mencegah dari yang mungkar adalah sedekah, dan salah seorang dari kalian 
bercampur (berjima‟) dengan istrinya adalah sedekah. (HR. Muslim). 
 
2. Peruntukan Zakat, Infak, dan Sedekah 
Penyaluran zakat tidak sekedar disalurkan kepada setiap orang, namun 
terdapat ketentuan mengenai golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq). 




 ُٕ ه ُ ق ِخَ ف َّ ن َؤ ًُ ْنا َٔ  ب َٓ ٍْ َ ه َع ٍَ ٍ ِه ِيب َع ْنا َٔ  ٍِ ٍ ِكب َغ ًَ ْنا َٔ  ِءا َشَ قُ ف ْه ِن ُدبَ قَ ذ َّصنا ب ًَ َّ َ ِإ
 ًخ َضٌ ِشَف   ۖ  ِمٍ ِج َّغنا ٍِ ْث ا َٔ  ِ َّاللَّ ِمٍ ِج َع ًِف َٔ  ٍَ ٍ ِي ِسب َغ ْنا َٔ  ِةبَق ِّشنا ًِف َٔ  ْى ُُٓ ث
  ىٍ ِك َح  ىٍ ِه َع ُ َّاللَّ َٔ    ۖ  ِ َّاللَّ ٍَ ِي 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 
hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan 
Allah, dan ntuk oang yang  sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 
dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 
 
 Menurut Hisamuddin dan Sholikha (2014); Nahdiah (2016) golongan 
yang berhak menerima zakat yaitu: 
a. Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau 
usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang 
menanggung (menjaminnya) tidak ada. 
b. Miskin, yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya 
meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasil usaha itu belum 
dapat untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang yang menanggung 
(menjamin) juga tidak ada. 
c. Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurusi zakat baik 
mengumpulka, membagi atau mengelolanya.  
d. Muallaf, yaitu orang yang hatinya telah ditaklukkan dan dikukuhkan kepada 
agama islam. Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang yang baru saja 
masuk agama Islam, orang yang belum masuk Islam tapi hatinya dihidupkan 
terhadap nilai-nilai islam, dan orang-orang yang sudah mengenal islam, namun 




e. Riqab, yaitu budak atau hamba sahaya. Kata ini merupakan kata kiasan, yakni 
seolah-olah leher mereka diikat dengan tali sehingga tidak dapat bebas 
bergerak.  
f. Ghorim, yaitu orang yang terlilit hutang, namun tidak mampu untuk 
membayarnya. Selain itu, yang termasuk dalam golongan ghorim, yaitu orang 
yang telah meninggal dunia dan masih memiliki hutang sedang harta yang 
ditinggalkan tidak mencukupi untuk melunasinya.  
g. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Usaha-usaha yang 
dilakukannya bertujuan untuk meningkatkan syiar Agama Islam seperti 
membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan 
dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. 
h. Ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan, tetapi tidak 
bertujuan untuk berbuat maksiat atau biasa disebut musafir.  
Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah tidak memiliki ketentuan khusus 
mengenai golongan yang berhak menerimanya. Infak dan sedekah bisa diberikan 
kepada siapa saja yang kita kehendaki, namun dalam al-Qur‟an dianjurkan untuk 
mengutamakan kerabat terdekat yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana 
firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 215. 
 
 ٍٍ ِث َش ْ َق ْلْا َٔ  ٍِ ٌْ َ ذ ِن ا َٕ ْه ِه َ ف ٍش ٍْ َخ ٍْ ِي ُْى ز ْق َ ف ََْ أ ب َي ْمُ ق   ۖ  ٌَ ُٕ ق ِف ُْ ُ ٌ اَ رب َي َكَ ُٕ َن أ ْغَ ٌ
 ِّ ِ ث َ َّاللَّ ٌَّ ِ ئ َ ف ٍش ٍْ َخ ٍْ ِي إُ ه َع ْفَ ر ب َي َٔ    ۖ  ِمٍ ِج َّغنا ٍِ ْث ا َٔ  ٍِ ٍ ِكب َغ ًَ ْن ا َٔ  َٰى َيبَ ز َ ٍ ْن ا َٔ






Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka 
infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya 
diperuntukan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan 
orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, 
maka sesungguhnya Allah Maha Menggetahui. 
 
3. Macam-Macam Zakat 
Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat jiwa (Nafs) dan zakat harta (Mal). 
Zakat nafs atau yang juga dinamai dengan zakatul fithri adalah zakat yang 
dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 syawal 
yang dapat berupa bahan pangan atau dapat pula digantikan dengan uang sesuai 
dengan harga bahan pangan yang disalurkan (Kristin dan Umah, 2011; Setyawan, 
2015). Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dengan tujuan 
menyucikan harta apabila harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat 
(Kristin dan Umah, 2011). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang 
pengelolaan Zakat, zakat mal terdiri dari: 
a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya. Besarnya nisab untuk emas jika telah 
mencapai 85 gram dan perak 595 gram dan  jika telah sampai setahun maka 
wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. 
b. Uang dan surat berharga lainnya. Zakat ini sama perlakuannya dengan zakat 
emas dan perak karena dianggap bahwa uang memiliki nilai yang dapat 
ditukarkan dengan emas dan perak. 
c. Perniagaan. Zakat perniagaan sama dengan zakat perdagangan. Besarnya nisab 
untuk zakat perdagangan setara dengan emas yaitu 85 gram dan setelah sampai 
satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Cara perhitungannya 




nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nisab atau 
belum. Jika telah mencapai nisab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. 
d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Zakat ini adalah zakat yang dikenakan 
atas produk atau hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Zakat ini 
dikeluarkan setiap setelah panen apabila mencapai nisab. 
e. Peternakan dan perikanan. Zakat ini sama perlakuannya dengan zakat 
pertanian, yaitu zakatnya dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan tanpa 
menunggu haul.   
f. Pertambangan. Besarnnya nishab untuk hasil pertambangan senilai 85 gram 
emas maka wajib dikeluarkan zakatnnya sebesar 2,5 %,dengan cara 
menghitung nilai barang tambang, jika mencapai nisab, langsung dikeluarkan 
zakatnya tanpa menunggu berlalu satu tahun. 
g. Perindustrian. Zakat ini sama dengan zakat perusahaan. Nisab dan persentase 
zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas 
perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan 
persentase volumenya adalah 2,5% dari asset wajib zakat yang dimiliki 
perusahaan. 
h. Pendapatan dan jasa. Zakat ini disebut juga dengan zakat profesi. Kadar zakat 
profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh 
penghasilan kotor yang diperolehnya. 
i. Rikaz. Rikaz adalah harta temuan/karun yang terdapat di dalam perut bumi. 




dikeluarkan zakatnya sebesar 20% setalah mendapatkannya tanpa menunggu 
haul. 
 
D. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang bergerak 
dibidang pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dan zakat, infak, dan 
sedekah. Organisasi zakat juga dapat disebut sebagai salah satu lembaga keuangan 
alternatif yang membantu menghilangkan riba dari masyarakat muslim (Mohsin, 
2015). Menurut Hisamuddin dan Sholikha (2014) organisasi pengelola zakat yaitu 
Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola zakat, 
infak dan sedekah harus berdasarkan pada ketentuan syariat Islam dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat. 
OPZ dibentuk dengan tujuan membantu umat islam menyalurkan dana ZIS 
sebagai sarana ibadah (Candra, 2017; Pujianto dan Asrori, 2015). Menurut 
Angraeni dkk (2016) zakat dapat direalisasikan apabila unsur penting yang 
berkaitan langsung dengan ajaran zakat telah tersedia. Adapun keempat unsur 
yang dimaksud, yaitu muzaki, mustahiq, harta, dan amil. Dalam hal ini, amil 
termasuk ke dalam empat unsur penting dalam perealisasian zakat, maka 
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sangatlah penting. Sebagaimana firman Allah 
SWT dalam QS. At-Taubah/9: 103. 
 ٌَّ ِ إ   ۖ  ْى ِٓ ٍْ َ ه َع ِّم َص َٔ  ب َٓ ِث ْى ِٓ ٍ ِّك َُض ر َٔ  ْى ُْ ُش ِّٓ َطُ ر ًخ َ قَ ذ َص ْى ِٓ ِن ا َٕ ْيَ أ ٍْ ِي ْز ُخ








Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan 
mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 
(menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat perintah memungut zakat dari para 
muzaki. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban memungut zakat baik 
dilakukan oleh diri sendiri maupun diwakili oleh OPZ. Menyalurkan ZIS melalui 
OPZ akan membantu pendistribusian ZIS secara merata dan membantu 
meningkatkan OPZ baik yang dibentuk langsung oleh pemerintah maupun yang 
dibentuk olah masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri BAZNAS (Provinsi 
dan Kabupaten) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).  
BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh 
pemerintah yang berwenag melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. 
UU No. 23 Tahun 2011 pasal 16 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten dapat membentuk 
Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 
8 mengenai keanggotaan, BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota yaitu 8 
(delapan) orang dari unsur masyarakat (unsur ulama, tenaga professional, dan 
tokoh masyarakat islam) dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Adapun 
persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana yang 
tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 11 yaitu:  
1. Warga Negara Indonesia (WNI); 




3. bertakwa kepada Allah SWT; 
4. berakhlak mulia; 
5. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; 
6. sehat jasmani dan rohani; 
7. tidak menjadi anggota partai politik; 
8. memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan 
9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.  
 Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang 
dibentuk atas swadaya masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, 
dan sosial. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa LAZ dibentuk 
untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat. Meskipun LAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh 
masyarakat, namun pembentukan LAZ harus mendapat izin dari pemerintah 
karena LAZ dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 2 bahwa izin pembentukan LAZ 
diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: 
1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang 
pendidikan, dakwah, dan soaial; 
2. berbentuk lembaga berbadan hukum; 
3. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; 




5. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk 
melaksanakan kegiatannya; 
6. bersifat nirlaba; 
7. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; 
dan 
8. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.  
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan salah satu organisasi 
nirlaba. Namun, OPZ memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya 
dengan organisasi nirlaba yang lain. Hal inilah yang menyebabkan OPZ harus 
memiliki standar pelaporan keuangan yang terpisah dari organisasi nirlaba 
lainnya. Standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba diatur dalam PSAK No. 
45 tentang Organisasi Nirlaba. Sedangkan standar pelaporan keuangan OPZ diatur 
dalam PSAK No. 109.  Adapun karakteristik yang membedakan OPZ dengan 
organisasi nirlaba lainnya yaitu (Hisamuddin dan Sholikha, 2014): 
1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam; 
2. sumber dana utamanya adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf; dan 
3. biasanya memiliki dewan syariah dalam struktur organisasinya.  
 
E. PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah 
PSAK 109 tentang akuntansi zakat telah disahkan oleh Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Februari 2008. Pernyataan ini diterapkan 
untuk: 
1. Mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi 




2. Untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. 
Menurut PSAK  No. 109, akuntansi zakat memiliki beberapa karakteristik, 
yaitu: 
1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki 
kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan 
zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik 
maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. 
2. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak 
ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. 
3. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil haru dikelola sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. 
Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah 
pengakuan, pengukuran dan penyajuan akuntansi zakat dan infak/sedekah adalah 
sebagai berikut: 
1. Pengakuan Awal Zakat  
a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. 
b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: 
1) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima 
2) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. 
Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga 
pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode 





c. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat 
untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-
masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan 
kebijakan amil. 
d. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat 
melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana 
zakat. Jik atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai 
penambah dana amil. 
2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat 
Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang 
ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang 
dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset 
zakat diakui sebagai:  
a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;  
b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. 
3. Penyaluran zakat 
Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana 
zakat sebesar: 
a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;  
b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas. 
4. Penagkuan awal infak/ sedekah 
a. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/shadaqah terikat atau 




1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; 
2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas 
yang diterima menggunakan hargapasar untuk aset nonkas tersebut. Jika 
harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan 
nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.  
b. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan 
dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah. Penentuan jumlah 
atau persentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh 
amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. 
5. Pengukuran setelah pengakuan awal infaq/shadaqah 
Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset 
nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima 
oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat 
penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan 
dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat 
apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. 
Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk 
segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset inidapat berupa 
bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yangmemiliki umur ekonomi 
panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai 
perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai 





a. Pengurang dana infaq/shadaqah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian 
amil; 
b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. 
Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset (nonkas) 
tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai 
dengan PSAK yang relevan. Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat 
dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. 
Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah. 
6. Penyaluran infaq/shadaqah 
Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang 
danainfaq/shadaqah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan 
nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran 
infaq/shadaqah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana 
infaq/shadaqah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah 
yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir 
dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan 
tidak mengurangi dana infaq/shadaqah. 
7. Dana non halal 
Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang 
tidaksesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga 
yangberasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi 
dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah 




nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset 
nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. 
8. Penyajian  
Penyajian akuntansi zakat dan infak/ sedekah yaitu Amil menyajikan dana 
zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam 
neraca (laporan posisi keuangan). 
9. Pengungkapan 
Adapun pengungkapan transaksi akuntansi zakat dan infak/sedekah adalah 
sebagai berikut: 
a. Zakat 
Amil harus mengungkapkan hal hal berikut terkait dengan transaksi zakat, 
tetapi tidak terbatas pada: 
1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, 
dan penerima 
2) Kebujakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan 
zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan 
3) Metode penentuan nilai wajar yang akan digunakan untuk penerimaan 
zakat berupa aset nonkas 
4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban 
pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik 
5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi: 
a) Sifat hubungan istimewa 




c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 
periode. 
b. Infak atau sedekah 
Amil harus megungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak 
atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada: 
1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau 
sedekah berupa aset nonkas. 
2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan 
infak atau sedekah, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi 
kebijakan. 
3) Kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas 
penyaluran, dan penerima. 
4) Keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi 
dikelola terleih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan 
presentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode 
pelaporan serta alasannya. 
5) Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan yang 
diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap 
seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya. 
6) Rincian julah penyaluran dana infak atau sedekah yang mencakup jumlah 
beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima 




7) Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan 
tidak terikat 
8) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak atau sedekah yang 
meliputi: 
a) Sifat hubungan istimewa; 
b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; 
c) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 
periode.  
Selain membuat pengungkapan yang dijabarkan diatas, amil 
mengungkapkan hal-hal berikut: 
1) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas 
penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. 
2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau 
sedekah. 
10. Komponen Laporan Keuangan 
Komponen laporan keuangan lengkap OPZ berdasarkan pada PSAK 
Nomor 109 sebagai berikut. 
a. Laporan posisi keuangan. 
Amil menyajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan 
ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos 
berikut: 





2) Liabilitas terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas imbalan 
kerja. 
3) Saldo dana terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. 
b. Laporan perubahan dana. 
Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan 
dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas 
pada, pos-pos berikut: 
1) Dana zakat yang meliputi: penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat 
baik kepada amil atau mustahik nonamil, saldo awal dana zakat dan saldo 
akhir dana zakat. 
2) Dana infak/sedekah yang meliputi: penerimaan dana infak/sedekah baik 
infak/sedekah terikat (muqayyadah) maupun infak/sedekah tidak terikat 
(mutlaqah), penyaluran dana infak/sedekah baik infak/sedekah terikat 
(muqayyadah) maupun infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah), saldo awal 
dana infak/sedekah, dan saldo akhir dana infak/sedekah; 
3) Dana amil yang meliputi: penerimaan dana amil yakni bagian amil dari dana 
zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, penerimaan lain; pengggunaan 
dana amil; saldo awal dana amil; dan saldo akhir dana amil. 
c. Laporan perubahan aset kelolaan 
Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi 
tidak terbatas pada: 
1) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyisihan; 




3) Penambah dan pengurangan; 
4) Saldo awal; 
5) Saldo akhir. 
d. Laporan arus kas 
Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus 
Kas dan SAK lain yang relevan. 
e. Catatan atas laporan keuangan. 
Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: 
Penyajian Laporan keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan. 
 
F. Good Governance 
Good governance didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan 
untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu entitas atau organisasi. Menurut 
Yuliafitri dan Rivaldi (2017) good governance dapat menjadi tolak ukur baik 
tidaknya kinerja suatu organisasi. organisasi yang menerapkan good governance 
akan menambah nilai organisasi dimata stakeholders karena tujuan utama 
implementasi good governance adalah untuk memberi nilai tambah bagi 
perusahaan atau organisasi (Mukhtaruddin dkk, 2014). Sesuai pasal 1 ayat 1, 
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 
2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 
Governance) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme 
pengelolaan perusahan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika 
berusaha. Pada tahun 2004 pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan 




Ekonomi Nomor: KEP-49/M.EKON/II/2004 untuk memperluas tugas KNKG dan 
memperluas cakupan tugas sosisalisasi governance bukan hanya pada sektor 
korporasi tapi juga pada sektor pelayanan publik.  
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan salah satu organisasi yang 
bergerak dibidang pelayanan publik. Maka dalam implementasinya OPZ dapat 
mengadopsi pedoman good governance yang berlaku di Indonesia. Penerapan 
good governance dalam lembaga pengelola zakat sebenarnya juga telah 
ditekankan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Zakat. Dalam Bab I 
pasal 2, disebutkan azas pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip good 
governance (Candra, 2017). OPZ yang menerapkan good governance akan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ tersebut dalam mengelola 
dana ZIS. Penerapan good governance akan menciptakan tata kelola zakat yang 
baik (good zakat governance) pada OPZ.  
Menurut United Nations Development Program (UNDP) prinsip-prinsip 
good governance mencakup hal-hal berikut (Candra, 2017):  
1. Partisipation. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam 
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-
lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi 
menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan 





2. Rule of  law. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang 
bulu, ditegakkan dan dipatuhi termasuk di dalamnya hukum-hukum yang 
menyangkut hak asasi manusia. 
3. Transparancy. Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. 
Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat 
diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang ters edia 
harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 
4. Responsiviness (daya tanggap). Proses yang dilakukan disetiap institusi 
harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang 
berkepentingan (stakeholders). 
5. Consensus orientation (musyarawarah mufakat). Good Governance menjadi 
perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik 
dalam hal kebijakan prosedur. 
6. Equity (kesetaraan) Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan 
memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 
7. Effectiveness dan efficiency. Proses-proses organisasi harus menghasilkan 
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dengan mengoptimalkan sumber 
daya yang ada. Efektif lebih berkaitan dengan tercapainya tujuan, sedangkan 
efisien lebih berkaitan dengan penghematan waktu. 
8. Accountability. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan 
organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada 




pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari 
jenis organisasi yang bersangkutan. 
9. Visi Strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas 
dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan 
manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan 
perkembangan tersebut.  
 
G. Good Zakat Governance: Akuntabilitas dan Transparansi 
Sistem good zakat governance atau sistem tata kelola zakat yang baik 
sangat diperlukan disetiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). OPZ dikatakan 
memiliki sistem Good zakat governance apabila telah menerapkan akuntabilitas 
dan transparansi. Menurut Bashori (2015) Perkembangan BAZ dan LAZ di 
Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan 
transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah. BAZ maupun 
LAZ sebagai sebagai pengemban amanah dituntut untuk memiliki sikap 
transparan dan akuntabel dalam mengelola dana ZIS yang disalurkan oleh para 
muzaki. Semakin transparan dan akuntabel OPZ dalam mengelola dana ZIS, maka 
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OPZ akan semakin tinggi pula 
(Rahman, 2015). Akibatnya, umat muslim akan termotivasi untuk menyalurkan 
zakat, infak, dan sedekahnya melalui OPZ.  
1. Akuntabilitas  
Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola organisasi yang 
mengharuskan organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan, 




kepadanya (Candra, 2017). Menurut Nikmatuayah (2014) akuntabilitas muncul 
sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara agent dan principal  
sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa agent-principal relationship. 
Agent yang dimaksud adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak 
pengemban amanah yang harus mempertanggung jawabkan dana ZIS yang 
disalurkan oleh para muzaki (principal). Menurut Puspitasari dan 
Habiburrochman (2013) Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban 
lembaga-lembaga publik untuk mengelola dana publik secara ekonomis, efisien 
dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Salle (2015) 
menjelaskan bahwa tuntutan keterbukaan dalam proses manajemen membutuhkan 
pola akuntabilitas yang dibangun melalui sistem akuntansi agar dapat memberikan 
peluang terhadap peningkatan informasi yang handal, akurat, dan terpercaya. 
Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk 
pertanggung jawaban seseorang sebagai khalifah di muka bumi kepada Allah 
SWT, karena segala sesuatu yang ada di bumi merupakan amanah yang dititipkan 
Allah SWT kepada hambanya untuk dikelola dengan baik dan segala sesuatu yang 
telah dikerjakan harus dipertanggungjawakan baik di dunia maupun di akhirat 
kelak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal/8: 27 dan QS. Al-
Muddassir/74: 38. 
 ْى ُك ِرب َ  ب َيَ أ إُ َٕ ُخَ ر َٔ  َلٕ ُع َّشنا َٔ  َ َّاللَّ إُ َٕ ُخَ ر َلَ إُ َيآ ٍَ ٌ ِز َّ ن ا ب َٓ ُّ ٌَ أ ب َ ٌ












Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 
  
  خَ ٍُ ِْ َس ْذَ ج َغ َك ب ًَ ِ ث ٍظ ْف َ  ُّم ُك 
 
Terjemahnya: 
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” 
 
2. Transparansi 
Transparansi dapat diartikan sebagai sikap keterbukaan seseorang atau 
badan usaha kepada stakeholder dalam proses pengambilan keputusan maupun 
dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai lembaga 
organisasi (Candra, 2017). Menurut Rahmat, dkk (2017) transparansi adalah 
menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian 
suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan 
pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansi dibangun 
atas dasar kebebasan arus informasi. Dalam konteks ini, transparansi menjadi alat 
control bagi publik terhadap organisasi pengelola zakat untuk memeperoleh 
informasi lebih banyak. Apabila tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi 
pengelolaan ZIS tinggi, maka tingkat kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan 
ZIS kepada OPZ juga akan semakin tinggi. Dengan demikian tingkat penerimaan 
dana ZIS pada BAZ maupun LAZ akan semakin meningkat.   
Menciptakan transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah 




(pengemban amanah) dan stakeholder secara luas. Hal inilah yang dapat 
meningkatkan kepercayaan para muzaki untuk menyalurkan ZIS kepada OPZ.  
 
H. Akuntansi Zakat dalam Mencapai Good Zakat Governance 
Akuntansi dalam hal ini terkhusus pada akuntansi zakat dan infak/sedekah 
diharapkan mampu untuk mewujudkan good zakat governance termasuk 
didalamnya infak dan sedekah. Sebagaimana kita ketahui bahwa akuntansi zakat, 
infak dan sedekah merupakan bagian dari akuntansi yang secara khusus mampu 
untuk mengelola dana-dana terkait ZIS. Akuntansi zakat merupakan aspek yang 
muncul dari ilmu akuntansi yang akan mempengaruhi OPZ dalam waktu dekat 
terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OPZ sebagai pengemban 
amanah dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan oleh 
masyarakat muslim.  
Akuntansi zakat adalah akuntansi yang digunakan oleh organisasi 
pengelola zakat dalam pembuatan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. Dengan demikian, akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan 
pencatatan dan pelaporan atas penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian 
zakat. Menurut Fitriasuri dan Jaya (2017) Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal 
pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. 
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai lembaga pemegang amanah, 
berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki baik kuantitas 
maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada 
masyarakat (Raziq dan Yanti, 2013). Dalam pelaporkan pengelolaan zakat 




Akuntabilitas dan transparansi memiliki peran yang sangat penting bagi 
OPZ. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat 
yaitu adanya laporan keuangan yang memuat informasi yang dibutuhkan oleh 
beberapa pihak baik internal maupun eksternal. (Nahdiah, 2016). OPZ dalam 
mengelola aktifitas asetnya tidak lepas dari pencatatan akuntnasi. Menurut 
Ghufraanaka (2016) pencatatan pelaporan keuangan harus dilakukan secara 
transparan dan akuntabel, baik, dan benar agar kebenaran pencatatan pelaporan 
keuangan dapat dibercaya. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Kristin dan 
Umah (2011) bahwa akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam 
laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga 
zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan 
publik.  Oleh sebab itu, OPZ memerlukan standar pelaporan agar stakeholders 
dapat mengawasi dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas 
pertanggung jawaban pelaporan tersebut. Untuk menghasilkan sistem pembukuan 
dan pelaporan keuangan yang baik, benar, terciptanya keseragaman (uniformity) 
dan keterbandingan (comparability) dalam pelaporan keuangan, maka aktivitas 
pembukuan dan penyusunan laporan keuangan OPZ harus mengacu pada suatu 
pedoman atau standar yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah 
(Rahman, 2015). Dengan demikian, sistem pembukuan dan pelaporan keuangan 
yang sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah dapat 






I. Rerangka Pikir 
Al-Qur‟an dan hadis merupakan pegangan utama bagi umat muslim. Al-
Qur‟an dan hadis sebagai rujukan setiap muslim dalam bertindak atau 
melaksanakan segala aktivitasnya. BAZNAS merupakan organisasi yang 
berwenang melaksanakan fungsi atau tugas pengelolaan zakat secara nasional. 
Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS harus merujuk pada aturan-aturan yang 
sesuai dengan syariat islam yaitu Al-Qur‟an dan hadis. BAZNAS sebagai lembaga 
yang menghimpun dana dari masyarakat sangat penting untuk menerapkan konsep 
dari Shariah Enterprise Theory dan Stewarship Theory dalam melaksanakan 
pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Konsep dari dua teori tersebut 
menekankan pada adanya pertanggungjawaban organisasi atau pihak pengelola 
terhadap stakeholder secara luas, yaitu Allah, manusia, dan alam. Teori tersebut 
juga menekankan bahwa dalam melaksanakan fungsinya harus mengedepankan 
kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi.  
Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah harus sesuai dengan UU No. 
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PSAK 109 tentang Akuntansi 
Zakat dan Infak/sedekah. UU No. 23 Tahun 2011 sebagai supremasi hukum yang 
mengatur pengelolaan zakat di Indonesia dan PSAK 109 sebagai landasan dalam 
pelaporan keuangan BAZNAS. Dengan merujuk pada UU No. 23 Tahun 2011 dan 
PSAK 109, maka dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, 
infak, dan sedekah. Terciptanya akuntabilitas dan transparan akan mewujudkan 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan 
interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh 
pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminati (Leo, 2013: 101). 
Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya 
bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian 
kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan 
persepsi dibawah partisipan. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif 
karena didasarkan pada dua alasan, pertama permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan 
konseptual dan pemikiran–pemikiran yang mendalam dalam mengkaji 
permasalahan yang ada. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada 
keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiyah. 
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari BAZNAS 
Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. Mesjid Raya No. 55 Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan mengambil BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian, karena objek tersebut merupakan salah 





B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
berdasarkan pada penggunaan teknik analisis deskriptif yang artinya 
mendeskripsikan temuan dari data-data yang diperoleh dan kemudian akan 
dianalisis. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mengungkapkan kejadia atau 
fakta, keadaan, fenomena, variabel atau keadaan yang terjadi saat penelitian 
berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. sugiyono (2005: 
89) menjelaskan bahwa teknik analisis data kualitatif adalah: 
Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui 
hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 
memilih aman yang penting dan akan digunakan dalam penelitian serta 
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 
 
Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan zakat, infak 
dan sedekah dan penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah 
pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dan bagaimana peran perwujudan good 
zakat governance pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunaka dalam penelitian ini adalah data subjek yang 
diperoleh dari wawancara dengan informan dan data dokumenter (documentary 
data). Selain itu jenis data yang digunakan juga adalah jenis data kualitatif. 
Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan 




dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan variabel 
yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 
yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil 
observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Sumber data 
sekunder dalam penelitian ini meliputi: Laporan keuangan BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan, Kebijakan akuntansi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, dan 
hasil penelitian dan kajian terdahulu yang dianggap relevan untuk kajian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka 
diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu 
mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 
harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal–hal dari 
responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan adalah 
komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang 
mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab 
pertanyaan secara langsung.Wawancara dilakukan dengan informan yang 





a. Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan 
b. Bagian keuangan, IT, dan pelaporan 
c. Bagian pendistribusian dan pendayagunaan 
2. Observasi 
Observasi Observasi/Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data 
dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini 
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas 
mengenai fakta dan kondisi di lapangan yang terdapat pada obyek 
penelitian, selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut. 
3. Dokumentasi 
Dokumen menurut Sugiyono, (2005: 240) merupakan catatan peristiwa 
yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
foto, gambar, serta data-data mengenai objek penelitian. Dokumentasi 
bermanfaat sebagai penyedia data untuk keperluan penelitian. 
4. Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 
penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, PSAK dan 
perundang-undangan terkait dengan objek penelitian  untuk mendapatkan 
konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji 
sebagai penunjang penelitian. 
5. Internet searching  
Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan 




guna melengkapi referensi penulis  serta digunakan untuk menemukan 
fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama penelitian 
adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian akan 
menjadi pihak yang terjun langsung kelapangan serta harus berinteraksi dengan 
orang-orang yang berkaitan langsung dengan tujuan dari penelitian ini. Selain 
peneliti, instrumen lain dalam penelitian kualitatif adalah alat-alat yang digunakan 
oleh peneliti dalam menunjang jalannya penelitian tersebut. Alat yang akan 
digunakan dalam penelitian ini berupa buku catatan, pulpen, alat perekam suara, 
kamera serta laptop. Pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi 
sampel bertujuan. Jadi, peneliti memilih sampel dari orang-orang atau pihak-pihak 
yang mampu memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. 
F. Teknik Analisis Data 
Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya  
prosespengumpulandata  tersebut.  Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan 
ke dalam tiga tahap berikut: 
1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan 
pencarian materi penelitian  dari  berbagai  literatur  yang  digunakan  
sesuai  dengan  pokok  masalah  yang telah  diajukan  pada  rumusan  
masalah.  Data  yang  relevan dianalisis secara  cermat, sedangkan yang 




2. Penyajian data  yang  dilakukan  peneliti  dengan menggunakan metode 
deskriptif. diawali dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi 
penulis sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan 
mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang diperoleh yang 
berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu 
kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan 
masalah.  
3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah 
dilakukan, peneliti mencari makna dari  setiap gejala yang diperolehnya 
dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam 
penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari 
penelitian ini. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk mendapatkan 
nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas 
(credibility). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 
kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, 
peningkatan ketekunan dalam penelitian, traingulasi, diskusi dengan teman 
sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Namun karena penelitian ini 
menggunakan berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan 
informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan 
menggunakan metode triangulasi. Triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi 




Namun peneliti hanya menggunakan dua dari empat jenis triangulasi untuk 
menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu : 
1. Triangulasi teori, pengunaan berbagai teori untuk memastikanbahwa data 
yang dikumpulkan sudah memasuki syarat, selanjutnya dibandingkan 
dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini shariah enterprise 
theory dan stwardship theory digunakan untuk memaknai akuntabilitas 
dan transparansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, 
triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman selama teori 
tersebut juga dapat dikaji secara mendalam. 
2. Triangulasi sumber data, menggunakan berbagai sumber data seperti 
dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan 
mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut 
pandang yang berbeda dan menggali kebenaran informasi penelitian 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
Masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas umat islam memiliki potensi 
zakat (mal, fitrah, pertanian, dan lain-lain) yang sangat besar. Namun, potensi ini 
belum dimanfaatkan karena dikelola secara individual. Kalaupun sudah ada badan 
pengelolanya, namun belum maksimal dan transparan. Akibatnya, terjadi krisis 
kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat, sehingga masyarakat 
masih mendistribusikan zakat mereka sendiri.  
Melihat kondisi demikian, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang 
(UU) No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan secara operasional 
dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 
dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 
2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat. Pemerintah daerah Sulawesi 
Selatan menindak lanjuti keputusan tersebut dengan mengeluarkan surat 
keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 420/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001 
tentang pengangkatan pengurus BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yang 
dikukuhkan pada tanggal 04 September 2001.  
BAZNAS merupakan badan resmi dan satu satunya yang dibentuk oleh 
pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, 
infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 




BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara 
nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah 
nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden 
melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah 
bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat 
Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan 
akuntabilitas.  
Pengukuhan Badan Amil Zakat dilakukan pemerintah di daerah provinsi 
oleh Gubernur atas usul Kepala Wilayah Departemen Agama Provinsi atas 
permohonan Badan Amil Zakat setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian 
persyaratan. Proses pengukuhan dapat pula dibatalkan apabila tidak lagi 
memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. adapun persyaratan yang dimaksud 
adalah sebagai berikut : 
a. Berbadan hukum. 
b. Memiliki data musakki dan mustahiq. 
c. Memiliki program kerja. 
d.  Memiliki pembukuan. 
e. Melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit.  
BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan mulai menjalankan fungsi dan 
tugasnya pada tahun 2001. Sekretariat Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) 
Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Mesjid Raya No. 55 Makassar, 
terdiri atas satu bagunan yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kantor, sekolah, 




2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
Visi : 
“Terwujudnya pengelolaan zakat yang efektif dan efisien” 
Misi : 
a. Menyusun daftar nama-nama muzakki dan mustahik. 
b. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
c. Menyusun strategi penetapan amil BAZNAS. 
d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat. 
e. Melaksanakan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat. 
f. Melaksanakan tatakelola keuangan BAZNAS.  
3. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
Dalam sebuah organisasi diperlukan suatu struktur organisasi. Adanya 
struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang penting agar 
organisasi dapat berjalan dengan baik. Suatu organisasi akan berhasil mencapai 
prestasi kerja yang efektif dari setiap pegawai apabila terdapat suatu sistem kerja 
sama yang baik, di mana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut mempunyai 
pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah dinyatakan dan 
diuraikan dengan jelas. Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
telah dinyatakan dan diuraikan menekankan pada pemisahan tugas, wewenang 
dan tanggung jawab secara jelas dan tegas. Adapun struktur organisasi BAZNAS 
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4. Program Kerja yang telah Terealisasi 
Sejak berdirinya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi 
Sulawesi Selatan telah menjalankan fungsinya secara maksimal dalam 
mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada kaum dhu‟afa. 
Program kerja yang terealisasi dengan baik diantaranya: 
a. Sekolah Dasar Anak Indonesia (SDAI) BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 
b. Sekolah Menengah Pertama Anak Indonesia (SAMPAI) BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Keperawatan BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
d. Bantuan modal usaha produktif untuk dhu‟afa di kabupaten/kota Sulawesi 
Selatan. 
e. Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC) BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yang 
telah diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 
Maret 2010. Jumlah member (ibu hamil) 2.800 orang dan yang telah 
melahirkan sebanyak 825 orang. 
f. Klinik gratis yang mendukung Program Kesehatan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan.  
g. Bantuan sembako untuk dhu‟afa. 
h. Buka puasa bersama dengan 2.000 anak yatim dan dhu‟afa tahun 2012, 1.000 






B. Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 
organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenag 
melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Maka dari itu, BAZNAS 
Provinsi Sulawesi Selatan harus menjalankan empat fungsi yang telah ditetapkan 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: 
1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 
 
Dalam menjalankan fungsi tersebut, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah 
melakukan pembagian tugas dengan membentuk lima komisioner yang dibantu 
oleh bagian divisi masing-masing.  
Dana yang diperoleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari 
muzaki dan bantuan dari Kementerian Agama. Dana yang berasal dari muzaki 
yaitu dana yang terdiri dari zakat, infak dan sedekah. Sedangkan bantuan dana 
dari Kementerian Agama berupa bantuan dana operasional. Akan tetapi, bantuan 
dana operasional dari Kementerian Agama tidak menutupi semua kegiatan 
operasional BAZNAS. Sehingga harus mengambil dana zakat untuk menutupinya. 





Sumber dana BAZNAS ada dua yaitu dari muzakki dan Kementerian 
Agama. Akan tetapi yang lebih dominan itu dari muzakki. Dari kementerian 
agama hanya berupa bantuan operasional saja., itupun dana dari 
Kementerian Agama tidak mengcover seluruh kegiatan operasional 
BAZNAS (Rasmudin, Wawancara, 2018). 
 
1. Penghimpunan Dana Zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada BAZNAS 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah merupakan salah satu tugas 
atau fungsi dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan penghimpunan ini 
merupakan salah satu kewajiban bagi BAZNAS sebagaimana dalam firman Allah 
SWT dalam QS. At-Taubah/9: 103. 
 
 ٌَّ ِ إ   ۖ  ْى ِٓ ٍْ َ ه َع ِّم َص َٔ  ب َٓ ِث ْى ِٓ ٍ ِّك َُض ر َٔ  ْى ُْ ُش ِّٓ َطُ ر ًخ َ قَ ذ َص ْى ِٓ ِن ا  َٕ ْيَ أ ٍْ ِي ْز ُخ
  ىٍ ِه َع  عٍ ًِ َع ُ َّاللَّ َٔ    ۖ  ْى ُٓ َ ن  ٍ َك َع َكَ ر َلَ َص 
 
Terjemahnya: 
Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan 
mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 
(menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. 
Dalam proses penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS 
Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu: 
a. Penghimpunan secara langsung, yaitu muzakki menyetor secara langsung zakat 
dan infak/sedekah di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 
b. Penghimpunan tidak langsung/ melalui perantara. Penghimpunan ini dilakukan 
melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang dibentuk disetiap instansi yang ada 
di Sulawesi selatan. Penghimpunan dengan cara ini menggunakan jasa bank 
sebagai perantara pembayaran zakat dan infak/sedekah. Sebagaimana hasil 
wawancara yang telah dilakukan bahwa: 
Penghimpunannya itu ada yang berzakat langsung dan ada juga yang lewat 




langsung ke BAZNAS dan ada yang lewat instansi. Disetiap instansi kami 
membentuk yang namanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Jadi yang 
menyetor melalui instansi  kemudian mereka mentarnsfer lewat bank 
(Natsir, Wawancara, 2018). 
 
Adapun jenis zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Selatan ada tiga yaitu:  
a. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang disetorkan pada bulan ramadhan sebelum 
tanggal 1 syawal. 
b. Zakat maal, yaitu zakat harta yang harus dikeluarkan apabila telah cukup haul 
dan nizab. 
c. Zakat profesi, yaitu zakat perorangan yang diambil 2,5% dari penghasilan 
kotornya. 
Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa: 
“Jenis zakat yang kami himpun itu ada tiga, yaitu zakat fitrah, zakat maal, 
dan zakat profesi” (Natsir, Wawancara, 2018). 
 
Penghimpunan zakat dan infak/sedekah tidaklah boleh dicampur adukkan, 
karena zakat memiliki takaran tersendiri yaitu 2,5% dari penghasilan dan 
peruntukannya juga telah ditentukan dan tidak boleh diberikan kepada selain 
delapan asnaf yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Berdasarkan hasil 
penelitian, Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan 
pengelompokan dana antara dana zakat, infak dan sedekah. Sebagaimana hasil 
wawancara dengan informan bahwa: 
Kami memisahkan antara dan zakat, dana infak dan dana sedekah. Misalnya 
ketika ada muzakki yang membayar zakat dan zakat dia yang sebenarnya 
adalah Rp 375.000 akan tetapi yang dia setorkan adalah Rp. 400.000 dan 
menginfakkan sisanya, maka kami mencatat Rp. 375.000 masuk didana 




2. Pendisrtibusian Dana Zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada BAZNAS 
Provinsi Sulwesi Selatan 
Pendistribusian zakat tidak sekedar disalurkan kepada setiap orang, namun 
terdapat ketentuan mengenai golongan yang berhak menerima zakat yang disebut 
dengan mustahik. Sebelum mendistribusikan zakat, BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Selatan terlebih dahulu melakukan pendataan mustahik. Pendataan ini bertujuan 
agar BAZNAS tidak salah dalam menyalurkan dana zakat. Artinya zakat tersebut 
tersalurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya.  
Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa: 
 
Sebelum menyalurkan zakat terlebih dahulu kami melakukan survey ke 
kampung-kampung dan mengecek siapa yang berhak mendapatkan zakat 
dan infak/sedekah. Setelah itu barulah kami menyalurkan dana zakat 
tersebut (Natsir, Wawancara, 2018). 
Islam telah menetapkan terdapat delapan asnaf yang berhak menerima 
zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9: 60. 
 
 ُٕ ه ُ ق ِخَ ف َّ ن َؤ ًُ ْنا َٔ  ب َٓ ٍْ َ ه َع ٍَ ٍ ِه ِيب َع ْنا َٔ  ٍِ ٍ ِكب َغ ًَ ْنا َٔ  ِءا َشَ قُ ف ْه ِن ُدبَ قَ ذ َّصنا ب ًَ َّ َ ِإ
 ًخ َضٌ ِشَف   ۖ  ِمٍ ِج َّغنا ٍِ ْث ا َٔ  ِ َّاللَّ ِمٍ ِج َع ًِف َٔ  ٍَ ٍ ِي ِسب َغ ْنا َٔ  ِةبَق ِّشنا ًِف َٔ  ْى ُُٓ ث
  ىٍ ِك َح  ىٍ ِه َع ُ َّاللَّ َٔ    ۖ  ِ َّاللَّ ٍَ ِي 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 
hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan 
Allah, dan untuk oang yang  sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 
dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 
 
Ayat di atas merupaka merupakan acuan bagi BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Selatan dalam mendistribusikan zakat. Dana yang telah dihimpun oleh BAZNAS 




pelaksanaanya tidak semua asnaf mendapat pendistribusian zakat. Hal ini 
disebabkan tidak semua asnaf tersebut ada di daftar mustahik BAZNAS. Misalnya 
Riqab (budak), dizaman sekarang sudah sangat jarng ditemukan budak. Jadi yang 
menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Selatan adalah fakir miskin 
Pendistribusian zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Selatan dilakukan secara besar-besaran setiap bulan ramadhan. Pada tahun 2018 
tepatnya bulan ramadhan, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah 
mendistribusikan 250 paket sembako dan uang tunai kepada mustahik dari sekitar 
Rp 1,5 Miliar dana zakat yang terkumpul (Syam, 2018). 
BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendistribusikan zakat dan 
infak/sedekah dilakukan dengan dua bentuk pendistribusian, yaitu: 
a. Konsumtif, pendistribusian ini dibagi habis ke semua mustahik yang terdaftar 
di BAZNAS. Pembagiannya dapat berupa makanan seperti sembako atau 
kebutuhan pokok. Dan juga bisa dalam bentuk uang untuk digunakan membeli 
kebutuhan pokok bagi para mustahik, pendistribusian konsumtif ini dilakukan 
pada saat bulan ramadhan dan di ambil dari zakat fitrah maupun zakat mal. 
b. Produktif atau bantuan modal usaha. Bantuan ini diberikan dalam bentuk 
pinjaman kepada pemohon modal usaha yang pelunasannya dilakukan dengan 
cara dicicil oleh peminjam. 
Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga telah 
menetapkan adanya zakat produktif. Tentang zakat produktif ini dijelaskan dalam 




“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat” 
 
Pola pendistribusian zakat secara produktif dapat mengambil skema qardul 
hasan dan mudharabah. Pola qardul hasan merupakan salah satu bentuk 
pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok 
pinjaman. Sementara distribusi zakat secara Mudharabah berarti lembaga 
pengelola zaakat membuat terobosan dengan bertindak sebagai investor yang 
menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada mustahik sebagai 
pinjaman dana dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalin yang 
dibayarkan menurutut kesepakatan. 
3. Pendayagunaan Dana Zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada BAZNAS 
Provinsi Sulwesi Selatan 
Keberhasilan dari pendistribusian dana zakat tergantung pada 
pendayagunaanya. Dan yang menjadi persoalan adalah bagaimana pendayagunaan 
dana ZIS menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan 
program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap masalah 
kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan penerima dana zakat 
dimana yang menjadi prioritas penerima dana zakat pada BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan adalah fakir miskin.  
Bentuk pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan agar tepat guna adalah sebagai berikut: 
a. Mendukung program pendidikan gratis 9 tahun dengan menyediakan sekolah 




b. Mendukung program kesehatan gratis dengan menyediakan klinik gratis yaitu 
Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC). 
c. Bantuan sunatan gratis. 
d. Bantuan pelayanan mobil Ambulance. 
e. Bantuan sembako kepada kaum dhu‟afa. 
f. Bantuan modal usaha kepada kaum dhu‟afa. 
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat 
Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada 
masyarakat sedangkan bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada Allah SWT 
terletak pada bagaimana pengelolaan dana zakat tersebut. BAZNAS sebagai 
lembaga pemegang amanah dituntut untuk bekerja demi kemaslahatan umat bukan 
karena adanya kepentingan pribadi. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah 
menjalankan fungsinya dengan baik melalui program-program kemanusiaan yang 
telah dilakukan. Secara tidak langsung BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah 
menerapkan konsep Syariah Enterprise Theory dan Stewardship Theory dimana 
pihak BAZNAS bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan stakeholder.  
BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemegang amanah, 
diharuskan untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas 
maupun jenis zakat yang disetorkan oleh muzakki. Kemudian melaporkan 
pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk 
pertanggungjawaban BAZNAS terhadap pengelolaan dana tersebut. Untuk 




zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan 
pengalokasian zakat. 
Proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
dilakukan dengan mengumpulkan bukti setoran zakat dan bukti penyaluran dana 
zakat yang kemudian dicatat dalam pencatatan harian. Pencatatan harian 
dilakukan melalui sistem komputerisasi yang disebut Sistem Informasi 
Manajemen BAZNAS (SIMBA). Segala penerimaan akan diinput melalui SIMBA 
yang pelaporannya langsung terbaca di BAZNAS pusat. Bentuk laporan keuangan 
BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan disajikan dalam bentuk laporan posisi dana. 
dimana dalam laporan tersebut memuat jumlah saldo dana zakat disetiap rekening 
BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.  
Sistem pencatatan akuntansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
masih menggunakan sistem pencatatan single entry atau dapat dikatakan sebagai 
sistem pencatatan sederhana. Sistem pencatatan seperti ini tidak melakukan 
penjurnalan terlebih dahulu, namun langsung mencatat pemasukan ketika ada 
penerimaan zakat, infak dan sedekah dan mencatat kas keluar ketika melakukan 
penyaluran.  
 
C. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntnasi Zakat dan Infak/Sedekah pada 
BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
PSAK 109 merupakan standar yang mengatur sistem pelaporan keuangan 
organisasi pengelola zakat yang disahkan oleh telah disahkan oleh IAI sebagai 
standarisasi pelaporan keuangan pada Oktober 2011. Dengan demikian, laporan 




sesuai dengan prinsip akuntansi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan 
penyajian. 
1. Pengakuan dana zakat dan  Infak/Sedekah 
PSAK 109 menjelaskan bahwa penerimaan zakat, infak dan sedekah 
diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat, infak dan sedekah yang 
diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, infak dan sedekah. 
Apabila dana tersebut dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, 
sedangkan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas 
tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga 
pasar. Pengakuan akuntansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
menggunakan nilai dasar tunai (cash basic) yaitu penerimaan dicatat pada saat kas 
diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan.  Penggunaan 
pencatatan akuntansi berbasis kas karena cenderung lebih mudah dan sederhana. 
Sistem penilaian asset non kas pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
menggunakan harga pasar. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan 
bahwa: 
 
Zakat non kas yang kami terima itu kami nilai dengan uang.misalnya untuk 
beras 1 liter maka kami menilai beras tersebut berapa harga beras 1 liter itu 
dipasaran (Rasmudin, Wawancara, 2018). 
 
Berdasarkan keterangan diatas maka penentuan nilai asset non kas telah 
sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset 
nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia 
maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang 




2. Pengukuran Dana Zakat dan Infak/Sedekah 
Berdasarkan PSAK 109 maka, dana zakat dan infaq/shadaqah yang 
diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar 
atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan 
untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai 
aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan 
sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau 
pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula 
menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. 
Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis 
pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, 
seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan 
sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan 
PSAK yang relevan. 
BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan mengakui asset nonkas lancar 
berdasarkan harga pasar. Sedangkan asset nonkas tidak lancar tidak tuangkan 
dalam laporan keuangan BAZNAS. Hal ini ditandai dengan tidak disajikannya 
bangunan, peralatan, dan mobil ambulance dalam laporan keuangan.  Dengan 
demikian BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak mengakui atau mencatat 
penyusutan sebagai penurunan nilai asset.  
3. Penyajian Dana Zakat dan Infak/ Sedekah 
PSAK 109 menjelaskan bahwa penyajian akuntansi zakat dan infak/ 




dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). BAZNAS 
Provinsi Sulawesi Selatan memisahkan dana zakat dan dana infak/sedekah. 
BAZNAS tidak mengakui adanya dana nonhalal karena lalulintas pembayaran 
zakat dan infak/sedekah tidak menggunakan jasa bank konvensional. Rekening 
bank konvensional hanya digunakan untuk operasional saja. Meski memisahkan 
dana zakat dan infak/sedekah, namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak 
menyajikan dana tersebut secara terpisah pada laporan posisi keuangan.  
4. Pengungkapan Dana Zakat dan Infak/sedekah 
Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan 
informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu  organisasi. 
Dengan demikian BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan harus menyajikan 
informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai 
kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan. Pengungkapan ini akan 
dituangkan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan tidak memiliki catatan atas laporan keuangan, akan tetapi 
sebagai bentuk penjelasan atas penyaluran dana zakat dan infak/sedekah 
dituangkan dalam bentuk surat yang dikirimkan kepada muzakki setiap setelah 
dilakukannya penyaluran sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan kepada para muzakki. Surat pertanggungjawaban tersebut 
memuat: 





7) Rincian jumlah penyaluran dana zakat dan jumlah dana yang diterima 
langsung oleh setiap mustahik. 
5. Komponen Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan yang 
disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi sebuah organisasi 
kepada stakeholder. Dalam PSAK 109 mengatur tentang komponen-komponen 
laporan keuangan yang harus disajikan oleh organisasi pengelola zakat. 
Komponen-komponen tersebut terdiri dari: 
a. Neraca (laporan posisi keuangan), 
b. Laporan sumber dana dan perubahan dana, 
c. Laporan perubahan asset kelolaan, 
d. Laporan arus kas, dan 
e. Catatan atas laporan keuangan. 
Penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
belumlah lengkap. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya 
membuat satu dari lima laporan keuangan yang ditetapkan dalam PSAK 109 yaitu 
laporan posisi dana saja. Adapun penjelasan mengenai laporan keuangan 
BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut. 
a. Laporan Posisi Keuangan/Neraca 
Laporan posisi keuangan adalah suatu laporan yang menyajikan jumlah 
asset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Selatan tidak membuat laporan posisi keuangan. 




Laporan sumber dan perubahan dana adalah perubahan posisi keuangan 
dari satu periode ke periode lainnya, misalnya perubahan kas. Bentuk penyajian 
laporan sumber dan perubahan dana BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sangat 
jauh dari ketentuan PSAK 109. Laporan posisi dana tersebut hanya memuat 
jumlah dana zakat, dana operasional, dan deposito dimasing-masing rekening 
BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 
c. Laporan Perubahan Asset Kelolaan 
Laporan ini memuat daftar asset kelolaan yang dimiliki oleh organisasi 
pengelola zakat, seperti rumah sakit dan sekolah. BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Selatan memiliki dua asset kelolaan yaitu rumah bersalin dan sekolah. Akan tetapi 
BAZNAS Provinsi tidak membuat laporan perubahan asset kelolaan. 
d. Laporan Arus Kas 
Laporan ini menggambarkan aliran masuk dan keluarnya kas pada sebuah 
organisasi yang disajikan dalam suatu periode tertentu. BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan tidak membuat atau menyajikan laporan arus kas yang 
semestinya dilaporkan pada akhir periode akuntansi. 
e. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan tambahan 
mengenai kebijakan akuntansi yang tidak tertuang dalam tubuh laporan keuangan. 
Penjelasan ini dianggap sangat penting karena akan membantu pembaca laporan 
keuangan dalam pengambilan keputusan. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Provinsi Sulwesi 




telah disalurkan tiap tahunnya sebagai bentuk penjelasan pengalokasian dana 
zakat dan infak/sedekah yang mereka setorkan. 
 
D. Perwujudan Good Zakat Governance melalui PSAK 109 
Good zakat governance atau tata kelola zakat yang baik sangat diperlukan 
disetiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Menurut Rahman (2015) karakteristik 
good zakat governance diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengeloaan zakat yang termasuk di dalamnya pengelolaan infak/sedekah. OPZ 
dikatakan memiliki sistem Good zakat governance apabila telah menerapkan 
akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi suatu OPZ dapat 
diwujudkan melalui sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan 
benar. Untuk menghasilkan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik 
dan benar, maka segala aktivitas pembukuan dan penyusunan laporan keuangan 
harus mengacu pada suatu pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Standar 
yang dimaksud adalah PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. 
PSAK 109 ini digunakan sebagai acuan bagi setiap OPZ dalam hal pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap transaksi zakat dan 
infak/sedekah serta menjadi acuan dalam pembuatan laporan keuangan OPZ. 
BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, dilihat dari bentuk pelaporan 
keuangannya belum menerapkan PSAK 109. Selama ini bentuk pelaporan 
keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada aturan yang 





Kalau pedoman itu kami selalu mengacu pada aturan dari Kementerian 
Agama. Karena sebelumnya kami membuat sendiri bentuk pelaporannya 
dan setelah ada masukan-masukan dari Kementerian Agama maka kami 
membenahinya sesuai dengan aturan Kementerian Agama bagaimana model 
pelaporannya (Alwi, Wawancara, 2018). 
 
Selain itu, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum pernah diaudit laporan 
keuangannya oleh auditor independen (akuntan publik). Hal ini dikarenakan tidak 
adanya aturan yang mewajibkan laporan keuangan BAZNAS harus diaudit oleh 
auditor independen. Namun, setelah adanya aturan baru yang dikeluarkan oleh 
BAZNAS pusat bahwa setiap BAZNAS wajib diaudit oleh akuntan publik. Maka  
barulah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan mencanangkan pengauditan laporan 
keuangannya. Sebagaimana yang disampaikan informan bahwa:  
Laporan keuangan kami belum pernah diaudit. Tapi saat ini kami sementara 
bernegosiasi dengan akuntan pablik karena rupanya biayanya itu cukup 
mahal. Kan sekarang ada aturan baru dari BAZNAS pusat bahwa mulai 
tahun 2018 semua BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota harus diaudit oleh 
akuntan publik (Alwi, Wawancara, 2018). 
 
Bentuk pertanggungjawaban dan transparansi BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Selatan selama ini tidak hanya diwujudkan melalui laporan keuangan. Namun, 
lebih berfokus pada penginformasian kepada para muzakki mengenai 
pengalokasian dana zakat dan infak/sedekah. Penginformasian tersebut dilakukan 
secara tertulis yaitu dengan menyurati setiap muzakki terkait pengalokasian dana 
dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh 
informan bahwa:  
Sebenarnya selama ini kami sudah melakukan yang namanya transparansi 
karena setiap kegiatan kami selalu melaporkannya kepada muzakki dengan 
cara menyuratinya. Sebenarnya tujuan dari adanya PSAK 109 kan untuk 
transparansi dan akuntabilitas nah selama ini kami juga sudah tansparan dan 





.....Dan setiap setelah dilakukannya pendistribusian kami menyurati para 
muzakki bahwa dana yang mereka setor kami salurkan ke kegiatan-kegiatan 
yang telah kami lakukan (Alwi, Wawancara, 2018). 
 
Berdasarkan keterangan diatas, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah 
memenuhi tugasnya untuk tetap akuntabel dan transpan. Namun, apabila dilihat 
dari penyajian laporan keuangannya masih kurang akuntabel dan transparan. 
Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyajikan pos pos 
laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Idealnya, suatu laporan 
keuangan dikatakan akuntabel dan transparan apabila telah sesuai dengan standar 
yang telah ditetapkan. Standar yang ditetapkan untuk pelaporan keuangan 
BAZNAS adalah PSAK 109.  
Penerapan PSAK 109 merupakan salah satu alternatif dalam mewujudkan 
good zakat governance. Dalam PSAK 109 memuat aturan-aturan yang membuat 
penyajian  tata kelola zakat yang baik dalam laporan keuangan. Dengan laporan 
keuangan BAZNAS yang mengacu pada PSAK 109, maka akan mewujudkan 
good zakat governance (tata kelola zakat yang baik) dibidang pelaporan 
keuangan. Meskipun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan 
PSAK 109, namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengingkari 
pentingnya penerapan PSAK 109 dalam mewujudkan good zakat governance. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan bahwa: 
Penerapan PSAK 109 yang merupakan sebuah keharusan maka idealnya 
untuk mencapai yang namanya transparansi dan good governance itu maka 
harus mengikuti PSAK 109 dan BAZNAS akan menuju ke penerapan 
PSAK 109 itu (Alwi, Wawancara, 2018). 
 
Dalam penerapan PSAK 109 pada  BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 




1. Kurangnya pemahaman BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tentang PSAK 
109. 
2. Sumber daya manusia yang kurang kompeten dibidang akuntansi.  
3. Latar belakang pendidikan pembuat laporan keuangan BAZNAS Provinsi  
Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan bidang akuntansi. 
4. Kurangnya pelatihan-pelatihan tentang PSAK 109 yang diberikan oleh 
pemerintah. 
Berdasarkan keterangan di atas, maka perwujudan good zakat governance 
pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang karena belum 
diterapkannya PSAK 109. Namun, setelah adanya aturan yang menegaskan bahwa 
setiap laporan keuangan BAZNAS harus diaudit mulai tahun 2018 maka 









Beradasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang berwenang 
melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional telah melaksanakan 
tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari penghimpunan, 
pendistribusian, dan pendayagunaa zakat dan infak/sedekah. 
Penghimpunan zakat dan infak/sedekah dilakukan dengan dua cara yaitu 
penyetotan langsung oleh muzakki dan penyetoran yang melalui perantara 
UPZ. Pendistribusian zakat dan infak/sedekah sesuai dengan QS. At-
taubah: 60 yang menggolongkan delapan asnaf yang berhak menerima 
zakat. Pendayagunaan zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan melalui program-program pendayagunaan yang telah 
dilakukan, diantaranya program sekolah gratis, pengobatan gratis, dan 
bantuan modal usaha. 
2. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109. 
Sistem pencatatan akuntansinya masih menggunakan pencatatan single 
entry atau pencatatan sederhana. Komponen laporan keuangan BAZNAS 
Provinsi Sulawesi Selatan hanya memuat laporan posisi dana, sedangkan 




neraca, laporan sumber dana dan perubahan dana, laporan perubahan asset 
kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  
3. Perwujudan good zakat governance pada BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Selatan masih belum tercapai, lantaran PSAK 109 belum diterapkan. 
Organisasi pengelolan zakat dikatakan memiliki sistem Good zakat 
governance apabila telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi. 
Akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan melalui sistem 
pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar. Untuk 
menghasilkan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan 
benar, maka dibutuhkan PSAK 109 sebagai standar baku yang mengatur 
pelaporan keuangan zakat dan infak/sedekah. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 
dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 
1. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya segera menerapkan PSAK 
109 dalam penyusunan laporan keuangan guna tercapainya good zakat 
governance dibidang pelaporan keuangan. 
2. BAZNAS yang berfokus pada aktivitas pengembangan umat 
membutuhkan tenaga akuntansi yang handal dan terampil, oleh karena itu 
sebaiknya diadakan pelatihan bagi para tenaga keuangan atau akuntansi 
dalam jajaran kepengurusan pada BAZNAS secara berkelanjutan, sehingga 




3. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar terus mengikuti 
perkembangan penerapan PSAK 109. Peneliti juga berharap agar peneliti 
selanjutnya bisa mengambil bukan  hanya satu objek penelitian saja, tetapi 
bisa lebih dari satu objek penelitian agar peneliti selanjutnya mampu 
memperoleh perbandingan bagaimana penerapan PSAK 109 antara satu 
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Hari/Tanggal  : Sabtu, 09 Juni 2018 
Informan  : Rasmuddin, S.Ag 
Bagian   : Keuangan, IT, dan Pelaporan 
1. Bagaimana proses pencatatan akuntansi yang terjadi di BAZNAS provinsi 
Sulawesi Selatan? 
Jawaban: kami menggunakan proses pencatatan akuntansi yang 
sederhana. 
2. Apakah laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sudah 
pernah diaudit oleh auditor independen? 
Jawaban: selama ini laporan keuangan BAZNAS belum pernah diaudit. 
Akan tetapi tahun ini laporan keuangan kami akan segera diaudit. 
3. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulsel dipublis lewat apa? 
Jawaban: laporan keuangan BAZNAS hanya dipublis di BAZNAS pusat. 
Jadi untuk para mzakki kami kirimkan secara pribadi laporan keungan 
kami atau mereka yang datang ke BAZNAS apabila ingin melihat laporan 
keuangannya kami. 
4. Dari mana sumber dana yang diperoleh  BAZNAS provinsi Sulawesi 
Selatan? 
Jawaban: sumber dana BAZNAS ada dua yaitu dari muzakki dan 
Kementerian Agama. Akan tetapi yang lebih dominan itu dari muzakki. 




dana dari Kementerian Agama tidak mengcover seluruh kegiatan 
operasional BAZNAS. 
5. Apakah di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menerima zakat non kas? 
Jawaban: zakat non kasi yang kami terima itu kami niali dengan 
uang.misalnya untuk beras 1 liter maka kami menilai beras tersebut berapa 
harga beras 1 liter itu dipasaran, Karena kami menghindari adanya 
pengumpulan beras yang berbeda-beda dari setiap muzakki yang 
mengakibatkan kualitas beras yang akan kami salurkan kepada mustahik 
menjadi kurang bagus.  
6. Bagaimana proses penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah BAZNAS 
provinsi Sulawesi Selatan? 
Jawaban: sebelum menyalurkan zakat terlebih dahulu kami melakukan 
survey ke kampung-kampung dan mengecek siapa yang berhak 
mendapatkan zakat, infak, dan sedekah. Setelah itu barulah kami 
menyalurkan dana zakat tersebut. 
7. Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, apakah ada upaya untuk 
menerapkan PSAK 109? 
Jawaban: kami tetap melakukan upaya tersebut. namun, untuk saat ini di 
BAZNAS ada yang namanya sistem SIMBA (Sistem Manajemen 
Informasi BAZNAS). Dengan sistem ini setiap penginputan akan ter-
account di BAZNAS Pusat. Tapi kita tidak tabu untuk belajar PSAK 109. 




hanya menggunakan pencatatan sederhana yang menurut kami mudah 
dipahami. 
8. Apa saja kendala BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan 
PSAK 109? 
Jawaban: kendalanya itu yang pertama karena latar belakang pendidikan 
saya bukan dari ekonomi, dan kedua pelatihan yang diberikan kepada kami 
selama ini waktunya sangat terbatas. Menurut saya mustahil kami yang 
bukan dari ekonimi bisa langsung mengetahui PSAK 109 itu dalam waktu 
dua hari pelatihan saja. 
 
Hari/Tanggal  : Selasa, 03 Juli 2018 
Informan  : Kamaruddin Natsir, S.Ag 
Bagian   : Bagian Pendistribusian dan Pendayagunan 
 
1. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan 
penerimaan dan penyaluran dana ZIS di BAZNAS provinsi Sulawesi 
Selatan? 
Jawaban: Setiap yang datang membayar ZIS itu disertai dengan yang 
namanya Bukti Setoran Zakat (BSZ). Dari BSZ tersebut dapat dilihat zakat 
apa yang mereka setorkan karena di dalam formulir tersebut ada 
contrengan zakat apa yang telah disetorkan. Dari BSZ itulah nanti yang 
dibawa bendahara ke bagian pelaporan keuangan.  





Jawaban: kalau sistem pendataan mustahiknya itu kita ada tim survey 
turun kelapangan untuk mendata. Kami mengambil biodata mereka lewat 
KTP mereka masing-masing.  
3. Bagaimana cara penghimpunan dana zakat oleh Badan Amil Zakat 
Nasional ( BAZNAS) Provinsi Sulsel? 
Jawaban: penghimpunannya itu ada yang berzakat langsung dan ada juga 
yang lewat perantara atau lewat instansi. Misalnya zakat profesi ada yang 
menyetor langsung ke BAZNAS dan ada yang lewat instansi. Disetiap 
instansi kami membentuk yang namanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat). 
Jadi yang menyetor melalui instansi  kemudian mereka mentarnsfer lewat 
bank.  
4. Bagaimana sistematika penghimpunan dana ZIS oleh Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulsel? 
Jawban: jadi kami memisahkan antara dan zakat, dana infak dan dana 
sedekah. Misalnya ketika ada muzakki yang membayar zakat dan zakat dia 
yang sebenarnya adalah Rp 375.000 akan tetapi yang dia setorkan adalah 
Rp. 400.000 dan menginfakkan sisanya, maka kami mencatat Rp. 375.000 
masuk didana Zakat dan Rp. 25.000 masuk ke dana infak. 
5. Apa saja jenis zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Selatan? 
Jawaban: jenis zakat yang kami himpun itu ada tiga, yaitu zakat fitrah, 




6. Bagaimana cara pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Provinsi Sulsel? 
Jawaban: Kalau di BAZNAS itu kami melakukan pendistribusian besar-
besaran setiap bulan ramadhan. Pendistribusiannya itu ada dua macam 
yaitu: 
a. berbentuk konsumtif, inilah yang kami bagi habis 
b. berbentuk produktif, berupa bantuan modal usaha. Misalnya kami 
meminjamkan modal usaha Rp. 1.000.000, maka uang itu akan 
dikembalikan dalam 10 bulan. Kemudian setelah uang tersebut 
dibayarkan kembali oleh si peminjam maka kita pinjamkan lagi kepada 
mustahik lain yang membutuhkan modal usaha. 
7. Kepada siapa saja pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulsel disalurkan? 
Jawaban: sesuai dengan Alquran ada 8 asnaf, namun terkadang semua 
asnaf tersebut tidak tercover karena tidak semua asnaf tersebut ada dalam 
daftar mustahik. 
8. Kegiatan apa sajakah yang telah dilakukan dalam rangka pendayagunaan 
zakat infak, dan sedekah di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan? 
Jawaban: kegiatannya selain pendistribusian kepada 8 asnaf itu,  
a. kegiatannya ada untuk kegiatan pendidikan berupa disediakannya 
sekolah gratis SD, SMP dan SMK. Mereka hanya datang belajar dan 





b. kegiatan selanjutnya yaitu kami menyediakan klinik bersalin Cuma-
Cuma untuk ibu hamil dan mungkin sekarang sudah ada sekitar 
2000an ibu hamil yang telah berobat mulai dari kontrolnya sampai 
mereka melahirkan. 
c. Setiap hari sabtu kami adakan sunatan yang juga tidak dipungut biaya. 
Dananya diambil dari dana ZIS. 
 
Hari/Tanggal  : Selasa, 03 Juli 2018 
Informan  : Dr.dr.H. Khidri Alwi, M.Kes 
Bagian   : Wakil Ketua Bidang Perencanaan Keuangan dan 
Pelaporan 
 
1. Apakah laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sudah 
pernah diaudit? 
Jawaban: Laporan keuangan kami belum pernah diaudit. Tapi saat ini 
kami sementara bernegosiasi dengan akuntan pablik karena rupanya 
biayanya itu cukup mahal. Kan sekarang ada aturan baru dari BAZNAS 
pusat bahwa mulai tahun 2018 semua BAZNAS provinsi dan 
kabupaten/kota harus diaudit oleh akuntan public 
2. Bagaimana penerapan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan? 
Jawaban: kalau penerapan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi itu kami 




oleh BAZNAS pusat insyaallah kami akan melakukan pembenahan dan 
berupaya untuk menerapkan PSAK 109 itu.  
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan transparansi BAZNAS 
Provinsi Sulawesi Selatan? 
Jawaban: sebenarnya selama ini kami sudah melakukan yang namanya 
transparansi karena setiap kegiatan kami selalu melaporkannya kepada 
muzakki dengan cara menyuratinya. Sebenarnya tujuan dari adanya PSAK 
109 kan untuk transparansi dan akuntabilitas nah selama ini kami juga 
sudah tansparan dan akuntabel kepada masyarakat Cuma mungkin 
penyajian laporan keuangannnya yang berbeda.  Namun mungkin lebih 
bagus lagi kalau ada aturan yang mengikat mengenai pelaporan keuangan 
tersebut.  
4. Bagaimana sistem plaporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Selatan? 
Jawaban:  sistem pelaporannya itu masih secara manual. Kami hanya 
menginput laporan di Sistem Informasi Manajemen Baznas dan laporan itu 
langsung terbaca di BAZNAS pusat. 
5. Hal apa saja yang menjadi wajib untuk di ungkapkan didalam laporan 
keuangan zakat dan infak/ sedekah? 
Jawaban: semua bentuk pengeluaran dan pemasukan wajib untuk 
dilaporkan. Pokoknya setiap dilakukannya kegiatan di BAZNAS pasti ada 




pendistribusian kami menyurati para muzakki bahwa dana yang mereka 
setor kami salurkan ke kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan 
6. Pentingkah PSAK 109 diterapkan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan? 
Jawaban: iya sangat penting karena penerapannya merupakan subuah 
keharusan bagi setiap BAZNAS untuk mengacu ke PSAK 109. 
7. Apa peluang dan tantangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Provinsi Sulsel dalam mengimplementasikan PSAK 109? 
Jawaban: kalau peluangnya itu, sebenarnya penerapan PSAK 109 itu 
merupakan sebuah keharusan yang wajib dilakukan oleh BAZNAS sebagai 
bentuk akuntabilitas dan transparansi. Jadi pasti nantinya kami akan 
mengacu ke PSAK 109 itu. Kalau tantangannya itu karena selama ini kami 
masih melakukan pencatatan yang manual jadi semuanya itu harus 
dibenahi mulai dari sistem pencatatannya. Jadi kami harus mampu 
beradaptasi dengan PSAK 109 itu.  
8. Apakah pedoman Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulsel 
dalam menyusun laporan keuangan? 
Jawaban: kalau pedoman itu kami selalu mengacu pada aturan dari 
Kementerian Agama. Karena sebelumnya kami membuat sendiri bentuk 
pelaporannya dan setelah ada masukan-masukan dari Kementerian Agama 
maka kami membenahinya sesuai dengan aturan Kementerian Agama 
bagaimana model pelaporannya.  
9. Apabila nanti diterapkan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Sulsel, apakah 




Jawaban: penerapan PSAK 109 yang merupakan sebuah keharusan maka 
idealnya untuk mencapai yang namanya transparansi dan good governance 
itu maka harus mengikuti PSAK 109 dan BAZNAS akan menuju ke 
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